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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik, 

hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Renstra Kecamatan 

Megaluh Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. 

Rencana Strategis Kecamatan Megaluh merupakan acuan 

perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Megaluh yang 

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 guna 

pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah. 

Mekanisme dan tahapan penyusunan Renstra Kecamatan 

Megaluh sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah. 

Penyusunan Renstra ini juga merupakan tindak lanjut dari 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang 

menegaskan perlunya penyelarasan antara dokumen perencanaan 

perangkat daerah dengan dokumen RPJMD serta mendorong penguatan 

kinerja pelayanan publik melalui pendekatan yang adaptif dan berbasis 

hasil (result-oriented planning). Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 

harus memperhatikan sinkronisasi dan keselarasan Tujuan, Sasaran 

dan Program Perangkat Daerah, dengan Visi dan Misi Bupati Terpilih 

Periode RPJMD Tahun 2025-2029. 

Harapan kami semoga Perubahan Renstra Kecamatan Megaluh 

Tahun 2025-2029 ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam 

penyusunan  perencanaan pembangunan daerah serta mendukung 
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terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif, 

efisien,partisipatif, dan akuntabel. 

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami 

ucapkan terimakasih. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
NIP. 197008021992032010 

Megaluh, 19 September  2025 

Plt. CAMAT MEGALUH 

UMMI SALAMAH, S.E.,MM 
Pembina 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang 

sistematis, terarah, dan terpadu dalam menentukan langkah-langkah 

kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai 

tujuan pembangunan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. 

Perencanaan yang baik tidak hanya berperan sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga sebagai 

alat ukur untuk mengevaluasi kinerja serta menjamin akuntabilitas 

pelaksanaan program di setiap jenjang pemerintahan. Dalam kerangka 

otonomi daerah, perencanaan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat. 

Kecamatan Megaluh sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah 

memiliki tugas strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, 

pelayanan publik, dan pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan 

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016, Kecamatan 

bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dan dilimpahkan oleh Bupati. Dengan peran sebagai 

simpul koordinasi dan fasilitasi antar lembaga di tingkat kecamatan, 

Kecamatan Megaluh memiliki posisi penting dalam menjamin keterpaduan 

pembangunan wilayah yang langsung menyentuh masyarakat. 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Megaluh Tahun 

2025–2029 merupakan bagian dari pelaksanaan siklus perencanaan 

pembangunan jangka menengah yang selaras dengan penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang 

Tahun 2025–2029. Renstra ini disusun sebagai dokumen pengarah 

strategis lima tahunan yang menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah
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ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan 

yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Sebagai dokumen 

perencanaan yang bersifat operasional dan aplikatif, Renstra ini menjadi 

rujukan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap 

tahun. 

Landasan hukum yang menjadi pedoman utama dalam penyusunan 

Renstra Kecamatan Megaluh adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, 

pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah serta penyusunan dan 

perubahan dokumen RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah. 

Selain itu, penyusunan Renstra ini juga secara substansial merujuk pada 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi Menteri 

Dalam Negeri tersebut mengarahkan agar dokumen Renstra disusun 

dengan pendekatan kinerja, berbasis data dan informasi yang valid, serta 

menjamin keterkaitan antara indikator tujuan dan sasaran perangkat 

daerah dengan sasaran strategis RPJMD. Renstra juga harus 

memperhatikan kontribusi perangkat daerah terhadap prioritas 

pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029, 

khususnya melalui delapan agenda strategis nasional yang dikenal sebagai 

Asta Cita. 

 

Dalam konteks ini, Renstra Kecamatan Megaluh diarahkan untuk 

memberikan kontribusi terhadap pencapaian Asta Cita, antara lain dalam 

memperkuat pelayanan publik dasar, memperkuat birokrasi yang 

profesional dan melayani, membangun tata kelola pemerintahan yang 

bersih dan efektif, serta meningkatkan peran masyarakat dalam proses 

pembangunan. Beberapa sub kegiatan kecamatan, seperti peningkatan 

kualitas pelayanan, administrasi kependudukan, pembinaan ketentraman 

dan ketertiban wilayah, serta fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan 

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, secara langsung mendukung Asta 
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Cita ke-7, yaitu ”Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi 

serta Pencegahan Korupsi”. 

Lebih lanjut, pendekatan perencanaan yang dilakukan dalam 

penyusunan Renstra Kecamatan Megaluh Tahun 2025–2029 menggunakan 

prinsip cascading, yaitu penjenjangan logis dari visi dan misi Kepala Daerah 

ke dalam sasaran RPJMD, yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan 

sasaran Renstra Perangkat Daerah, termasuk indikator kinerja dan 

program. Dengan pendekatan ini, diharapkan seluruh pelaksanaan 

kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan akan terintegrasi secara 

vertikal dan horizontal, serta mendukung pencapaian outcome 

pembangunan nasional secara terarah. 

 

Renstra ini tidak hanya menyusun agenda kerja selama lima tahun 

ke depan, tetapi juga menjadi dokumen strategis yang menjamin 

keterpaduan antara kebijakan makro dengan pelaksanaan kegiatan di 

tingkat lokal. Dengan demikian, penyusunan Renstra Kecamatan Megaluh 

Tahun 2025–2029 memiliki arti penting sebagai manifestasi komitmen 

perangkat daerah dalam mendukung tujuan pembangunan nasional dan 

daerah, serta memperkuat pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan 

di wilayah Kecamatan Megaluh. 

 
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Megaluh Tahun 2025 - 

2029 disusun dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan 

yang berlaku yaitu: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5888) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6633); 

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan 

dan keuangan daerah; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

050- 5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun Tahun 2023- 

2043; 
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang 

Tahun 2025-2045; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang 

Tahun 2025-2029; 

21. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 

serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jombang Nomor 45/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 

2019 Nomor 45/D); 

22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2023 Tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 10); 

23. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 000.7.2/100/415.01/2025 

tanggal 13 Februari 2025 perihal Pedoman Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029.
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Megaluh 

Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dalam 

penyusunan kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yang 

dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan setiap tahun anggaran. 

Rencana strategis Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang merupakan 

dokumen yang bersifat indikatif dan menjadi pedoman bagi seluruh 

komponen Pemerintah Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. 

Renstra Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang tahun Tahun 2025- 

2029 sebagai gambaran tujuan, sasaran, arah kebijakan dan 

penjabarannya dalam program kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan 

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta penataan 

ruang yang harus dilaksanakan guna memberikan arah pelaksanaan 

pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2029. 

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Megaluh 

Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 adalah: 

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Kecamatan Megaluh Kabupaten 

Jombang dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan 

yang bersumber dari APBD; 

2. Menyediakan satu tolok ukur untuk pengendalian dan evaluasi kinerja 

tahunan Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi terkait kedudukannya sebagai unsur 

perencana pembangunan daerah; 

3. Mengoptimalkan keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan 

dalam pencapaian sasaran dan target kinerja Kecamatan Megaluh; 

4. Mendukung seluruh jajaran Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang 

dalam memahami arah kebijakan dan program/kegiatan operasional 

tahunan untuk kurun waktu 5 tahun. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Megaluh ini 

sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU 

STRATEGIS KECAMATAN MEGALUH 

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Megaluh 

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Megaluh 

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Megaluh 

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Megaluh 

3.3 Strategi Kecamatan Megaluh 

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Megaluh 

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB V PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

 
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Megaluh 

2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Megaluh 

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta 

Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang, Kecamatan mempunyai 

tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan 

mempunyai fungsi : 

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; 

2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum; 

4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati; 

5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum; 

6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; 

7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan 

kelurahan; 

8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan 

Dearah yang ada di kecamatan; dan 

9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan 

perundang-undangan. 
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Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf 

Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah 

berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan 

kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan 

Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di 

Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui 

Sekretaris Daerah. 

Susunan Organisasi Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang 

sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri 

dari: 

a. Camat. 

b. Sekretariat, membawahi: 

1. Sub Bagian Umum 

2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Keuangan 

c. Seksi Tata Pemerintahan. 

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

e. Seksi Sosial Budaya 

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati 

Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

1. Camat 

Kantor Kecamatan Megaluh dipimpin oleh seorang Camat 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh 

Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

2. Sekretariat 

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan. 
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Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi : 
- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; 

- Pengelolaan administrasi kepegawaian; 

- Pengelolaan administrasi keuangan; 

- Pengelolaan administrasi perlengkapan; 

- Pengelolaan urusan rumah tangga; 

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan 

perundang-undangan; 

- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi; 

- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan; 

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; 

- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan 

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan 

kepegawaian; 

- Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, 

penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan; 

- Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan 

barang/jasa; 

- Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan 

kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan 

keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan 

dinas; 

- Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha 

kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan 

karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai 

di lingkungan Kecamatan; 

- Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan 

barang; 



13 

 

 

- Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional 

Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal; 

- Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di 

bidang informasi dan komunikasi; 

- Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan 

dokumentasi; dan 

- Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa dan 

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

 

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi 

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi 

mempunyai tugas : 

- Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program 

dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta 

tahunan; 

- Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, 

jangka menengah serta tahunan; 

- Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 

program dan kegiatan; 

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan; 

- Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta 

melaksanakan tata usaha keuangan; 

- Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran 

dokumen keuangan; 

- Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi 

keuangan; 

- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; 

dan 

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 
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3. Seksi Tata Pemerintahan 

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan 

pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi 

vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan; 

b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan 

pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil; 

c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan 

urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya; 

d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan 

administrasi pemerintahan desa; 

e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi 

perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di 

bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 

f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan 

kepada Bupati; 

g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan 

Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN); 

h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan 

kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan; 

i. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi produk hukum desa; 

j. Melaksanakan pembinaan tata kelola keuangan desa dan aset 

desa; 

k. Melaksanakan pembinaan dan monitoring SID (Sistem Informasi 

Desa); 

l. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyusunan LPPDes 

dan LKPJ 

m. Melaksanakan tugas pembantuan; dan 

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. 
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4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas: 

a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 

perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum 

musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan 

dan Kecamatan; 

b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang 

mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta 

tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah 

kerja Kecamatan; 

c. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi lembaga ekonomi desa 

seperti BUMDes, UPK, BKD, Pasar Desa; 

d. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan 

pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di 

wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah 

maupun swasta; 

e. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan 

masyarakat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan; 

f. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas 

pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah 

kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan 

masyarakat; 

g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi lembaga masyarakat 

desa seperti PKK, LPMD, KPMD, dan Pokmas; dan 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. 
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5. Seksi Sosial Budaya 

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data 

pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya; 

b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di 

bidang sosial budaya; 

c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial 

budaya; 

d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga 

keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, 

ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat; 

e. Melaksanakan koordinasi dan penanggulangan kemiskinan 

melalui program - program bantuan sosial; 

f. Melaksanakan penyelenggaraan PHBN dan PHBA; 

g. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan 

sosial dan pemberdayaan perempuan; 

h. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi 

kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman 

serta ketertiban masyarakat; 

b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang 

ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat 

dan bencana; 

c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat 

Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; 

d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi 

Pamong Praja Kecamatan; 

e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain 

termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya  

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan 

ketertiban di Kecamatan; 
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f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas 

dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan perUndang- 

Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat 

Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di 

bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana 

dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada 

Bupati; 

i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas 

Camat; dan 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. 
 

 

Adapun bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Megaluh tersaji 

dalam Gambar 2.1. Sedangkan rincian personil pegawai, mulai dari jabatan 

eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Megaluh Kabupaten 

Jombang per bulan Juni 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam beberapa tabel 

berikut. 

 

 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Kecamatan Megaluh 
 

 

Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 

SEKSI KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

 

SEKSI SOSIAL BUDAYA 
SEKSI PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 
SEKSI TATA 

PEMERINTAHAN 

SUB BAGIAN KEUANGAN, 
PENYUSUNAN PROGRAM, 

DAN EVALUASI 

SUB BAGIAN UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SEKRETARIAT 

CAMAT 
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2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Megaluh 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat 

penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik 

Institusi Pemerintah maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci 

yang menentukan perkembangan institusi. Pada hakikatnya, SDM berupa 

manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, 

pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. 

Aparatur Kecamatan sebagai unsur Pemerintah sebagai pelayan 

masyarakat sudah pasti akan selalu bersinggungan dengan Pemerintah 

Desa/Kelurahan, masyarakat maupun organisasi Pemerintah Daerah 

diatasnya dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, aparatur 

kecamatan dituntut berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi 

kecamatan. 

Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

maka untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai 

upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi 

kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam 

bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal/sekolah yang 

lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan 

baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan 

disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi serta loyalitas. 

Berikut merupakan gambaran komposisi pegawai pada Kantor 

Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang saat ini bila ditinjau dari tingkat 

Golongan, Eselon dan Pendidikan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan 

 

No. Golongan Jumlah Pegawai 

1. Golongan IV 1 

2. Golongan III 7 

3. Golongan II 5 

4. Golongan I - 

5. Golongan IX (PPPK) 1 

Jumlah 14 

Sumber Data: SIAP ASN 

 

Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat 

golongan dari personil Kantor Kecamatan Megaluh yang terbanyak 

golongan III, sebanyak 7 orang. Meskipun tingkat pendidikan dan golongan 

cukup secara umum untuk menangani kegiatan pembangunan di wilayah 

Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, masih diperlukan adanya 

tambahan tenaga pelaksana, baik dengan latar belakang teknis maupun 

sosial. 

Tabel 2.2 
Komposisi Pegawai Menurut Eselon 

 

No. Jabatan Jumlah Pegawai 

1 Eselon II - 

2 Eselon III 1 

3 Eselon IV 4 

4 Pelaksana 9 

Jumlah 14 

Sumber Data: SIAP ASN 
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Tabel 2.3 

Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan 

 

Golongan Jumlah Pegawai 

SLTA 8 

Diploma (D3) 1 

Sarjana (S1) 4 

Magister (S2) 1 

Jumlah 14 

Sumber Data: SIAP ASN 

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di atas, dapat terbaca bahwa 

tingkat pendidikan dari pegawai Kantor Kecamatan Megaluh Kabupaten 

Jombang yang paling banyak adalah SLTA. Peningkatan kapasitas ASN 

melalui peningkatan jenjang pendidikan mempengaruhi kualitas pelayanan 

dan pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan 

juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di 

lapangan. Sedangkan bila dilihat dari komposisi pegawai Kantor Kecamatan 

Megaluh berdasarkan pendidikan non formal adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.4 
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Non Formal 

 

 
No. 

 
Jabatan 

Jenis Diklat 

Struktural / 
Kepemimpinan 

Fungsional Teknis 

 
1 

 
Struktural 

Diklatpim III: 

1 orang 

Diklatpim IV: 

2 orang 

- - 

2 Fungsional Khusus - - - 

3 Fungsional Umum - - - 

Sumber Data: SIAP ASN 
 

 

Saat ini Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang menempati 

gedung kantor yang berada di Jalan Raya Megaluh No. 2 Megaluh. Adapun 

peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki untuk mendukung 
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pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang saat 

ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.5 
Inventaris Barang 

 

 

No. 

 

Nama/ Jenis Barang 

 

Jumlah 

Kondisi Barang 

Baik 
Kurang 

Baik 

Rusak 

Berat 

1 2 3 4 5 6 

I Kendaraan Dinas Jabatan     

1 Kendaraan Dinas R4 1 1 - - 

2 Kendaraan Dinas R2 11 11 - - 

3 Mobil Siaga Desa 13 13 - - 

4 Kendaraan Dinas R2 (Desa) 21 21 - - 

II Perlengkapan Gedung Kantor     

1 Scanner 2 2 - - 

2 AC 8 8 - - 

3 Filling Besi 6 6 - - 

4 Rak Kayu 4 4 - - 

5 Lemari Kayu 1 1 - - 

6 Meja Rapat 4 4 - - 

7 Kursi Rapat 80 80 - - 

8 Kursi Tamu 2 2 - - 

9 Bangku Tunggu 2 2 - - 

10 Kursi Lipat - - - - 

11 Kipas Angin 4 4 - - 

12 Televisi 2 2 - - 

13 P C 7 7 - - 
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No. 

 

Nama/ Jenis Barang 

 

Jumlah 

Kondisi Barang 

Baik 
Kurang 

Baik 

Rusak 

Berat 

14 Laptop 10 8 - 2 

15 Printer 12 10 - 2 

16 Meja kerja 0 - - - 

17 Sound system 2 2 - - 

18 Alat pemadam 2 2 - - 

19 Papan nama 1 1 - - 

20 Sofa 0 0 - - 

21 Lemari Es 0 0 - - 

22 Proyektor + Attachment 1 1 - - 

23 Generator 1 1 - - 

24 
Bangunan Gedung kantor 

permanen 
1 1 - - 

25 Bangunan Parkir Terbuka 1 1 - - 

26 Gedung Pos Jaga Permanen 0 0 - - 

27 
Bangunan Gedung Kantor 

Lainnya 
1 1 - - 

28 
Bangunan Gedung Tertutup 

Permanen 
1 1 - - 

29 
Bangunan Gedung Pertemuan 

Permanen 
0 0 - - 

30 Gedung Garasi / Pool Permanen 1 1 - - 

31 
Bangunan Tempat Kerja Lain- 

lain 
1 1 - - 
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No. 

 

Nama/ Jenis Barang 

 

Jumlah 

Kondisi Barang 

Baik 
Kurang 

Baik 

Rusak 

Berat 

32 
Rumah Negara Golongan III Tipe 

B Permanen 
1 1 - - 

33 
Instalasi Pusat Pengatur Listrik 

Lain-lain 
1 1 - - 

34 
Maket dan Foto Dokumen Lain- 

lain 
1 1 - - 

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang (KIB) 

 

 

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Tingkat capaian kinerja Kecamatan berdasarkan sasaran/target 

Renstra Kecamatan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, 

dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan dan/atau indikator lainnya 

seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah disajikan 

sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel 2.6 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Megaluh 
Tahun 2020 s/d 2024 

 

NO Indikator Kinerja 
sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 
NSPK 

Target 
IKK 

Target 
ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 NILAI IKM  
√ 

 85,08 N/A N/A N/A N/A 93,81 N/A N/A N/A N/A 110,26 N/A N/A N/A N/A 

2 Nilai Sinergitas  

Kinerja Kecamatan  
Megaluh Minimal  

BAIK 

   76 N/A N/A N/A N/A 68,55 N/A N/A N/A N/A 90,20 N/A N/A N/A N/A 

3 Jumlah pemenuhan  

komponen sinergitas  

kinerja bidang  

pemerintahan umum  

dan desa 

   22 N/A N/A N/A N/A 22 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 

4 Jumlah pemenuhan  

komponen sinergitas  

kinerja bidang  

ketentraman dan  

ketertiban umum 

   8 N/A N/A N/A N/A 8 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

5 Jumlah pemenuhan  

komponen sinergitas  

kinerja bidang  

Pemberdayaan  

Masyarakat dan Desa 

   11 N/A N/A N/A N/A 11 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 

6 Jumlah pemenuhan  

komponen sinergitas  

kinerja Bidang Sosial  

dan Budaya 

   16 N/A N/A N/A N/A 16 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 

7 Nilai Evaluasi SAKIP    62,5 N/A N/A N/A N/A 60,60 N/A N/A N/A N/A 96,96 N/A N/A N/A N/A 

8 Persentase  

pemenuhan  

pelayanan  

administrasi  

perkantoran 

   100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 

9 Jumlah pemenuhan  

pelayanan  

administrasi  

perkantoran 

   20 N/A N/A N/A N/A 20 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

10 Persentase sarana  

dan prasarana  

aparatur yang  

menunjang kinerja  

pelayanan 

   100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 

11 Jumlah pengadaan  

kendaraan dinas/  

operasional 

   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

12 Jumlah gedung  

kantor/bangunan  

pendukungnya yang  

dipelihara 

   3 N/A N/A N/A N/A 3 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 

13 Luas gedung kantor/  

bangunan  

pendukungnya yang  

terbangun 

   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

14 Jumlah pengadaan  

sarana dan prasarana  

gedung kantor 

   109 N/A N/A N/A N/A 109 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 

15 Jumlah sarana dan  

prasarana gedung  

kantor yang dipelihara 

   8 N/A N/A N/A N/A 8 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

16 Jumlah kendaraan  

dinas/operasional  

yang dipelihara 

   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

17 Jumlah pengadaan  

pakaian olahraga dan  

Pakaian Dinas Harian 

   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

18 Persentase  
dokumen  
Perencanaan dan  

laporan keuangan  
yang tersusun tepat 

waktu 

   100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 

19 Jumlah Dokumen  

Renstra Kec. Megaluh  

yang tersusun 

   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

20 Jumlah Dokumen  

Renja Kec. Megaluh  

yang tersusun 

   2 N/A N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 

21 Jumlah dokumen  

Laporan LKJIP Kec.  

Megaluh yang  

tersusun 

   1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

22 Jumlah dokumen  

laporan keuangan Kec. 

Megaluh yang  

tersusun 

   2 N/A N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 

1 INDEKS REFORMASI 

BIROKRASI 

 
√ 

 N/A 66 73,39 N/A N/A N/A 60,89 61,81 N/A N/A N/A 92,26 84,22 N/A N/A 

2 Nilai SAKIP    N/A 70,01 71 N/A N/A N/A 70,09 70,17 N/A N/A N/A 100,11 98,83 N/A N/A 

3 Persentase rata-rata 

capaian kinerja 

aparatur 

   N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

4 Persentase dokumen 

perencanaan, 

penganggaran dan 

evaluasi kinerja PD 

yang tersusun sesuai 

aturan 

   N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

5 Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

yang tersusun 

   N/A 3 2 N/A N/A N/A 3 2 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

6 Jumlah laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja yang tersusun 

   N/A 5 5 N/A N/A N/A 5 5 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

7 Persentase pencaiaran 

gaji dan tunjangan 

ASN tepat waktu 

   N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

8 Persentase dokumen 

laporan keuangan 

yang tersusun sesuai 

aturan 

   N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

9 Jumlah pembayaran 

Gaji dan Tunjangan 

ASN lingkup 

Kecamatan Megaluh 

yang difasilitasi 

   N/A 14 14 N/A N/A N/A 14 14 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

10 Jumlah pelaksanaan 

penatausahaan dan 

pengujian/verifikasi 

keuangan SKPD 

   N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

11 Jumlah dokumen 

laporan keuangan 

tahunan SKPD 

   N/A 1 1 N/A N/A N/A 1 1 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

12 Persentase pemenuhan 

administrasi 

kepegawaian PD 

Kecamatan Megaluh 

   N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

13 Jumlah pakaian dinas 

beserta atribut 

kelengkapannya yang 

terfasilitasi 

   N/A N/A 13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

14 Persentase pemenuhan 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

   N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

15 Jumlah peralatan dan 

perlengkapan kantor 

yang terfasilitasi 

   N/A 3 2 N/A N/A N/A 3 2 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

16 Jumlah penyediaan 

makanan dan 

minuman pegawai 

yang terfasilitasi 

   N/A 11 N/A N/A N/A N/A 11 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

17 Jumlah pemenuhan 

barang cetak 

   N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A 

18 Jumlah pemenuhan 

barang penggandaan 

   N/A N/A 10.257 N/A N/A N/A N/A 10.257 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A 

19 Jumlah Pemenuhan 

Bahan Bacaan 

   N/A 1 1 N/A N/A N/A 1 1 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

20 Jumlah laporan hasil 

rapat koordinasi dan 

konsultasi SKPD 

   N/A 3 6 N/A N/A N/A 3 6 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

21 Jumlah komponen 

instalansi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor yang 

terfasilitasi. 

   N/A 4 4 N/A N/A N/A 4 4 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

22 Persentase realisasi 

pengadaan sarana dan 

prasarana aparatur 

   N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

23 Jumlah pengadaan 

gedung kantor atau 

bangunan lainnya 

   N/A 2 N/A N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

24 Jumlah pengadaan 

sarana gedung kantor 

   N/A 4 3 N/A N/A N/A 4 3 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

25 Persentase pemenuhan 

penunjang urusan 

pemerintah daerah 

   N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

26 Jumlah kegiatan 

penyediaan jasa 

komunikasi, 

sumberdaya air dan 

listrik yang terfasilitasi 

   N/A 12 12 N/A N/A N/A 12 12 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

27 Jumlah Pemenuhan 

jenis Pelayanan Umum 

   N/A 5 2 N/A N/A N/A 5 2 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

28 Jumlah penyediaan 

benda pos 

   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

29 Persentase Barang 

Milik Daerah dalam 

kondisi baik 

   N/A 85 85 N/A N/A N/A 85 85 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

30 Jumlah Kendaraan 

Dinas operasional atau 

lapangan yang 

dipelihara 

   N/A 1 1 N/A N/A N/A 1 1 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

31 Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau lapangan yang 

dibayarkan pajaknya. 

   N/A 20 10 N/A N/A N/A 20 10 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

32 Jumlah gedung kantor 

dan bangunan lainnya 

PD Kec. Megaluh 

yang dipelihara 

   N/A 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A 

33 Jumlah sarana dan 
prasarana gedung 

kantor yang 
dipelihara 

   N/A 19 15 N/A N/A N/A 19 15 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

34 INDEKS KUALITAS 
PELAYANAN 
PUBLIK 

 
√ 

 N/A 7,90 7,99 N/A N/A N/A 7,86 8,20 N/A N/A N/A 99,49 102,63 N/A N/A 

35 IKM Kecamatan 

Megaluh 

   N/A 92,67 93,80 N/A N/A N/A 92,54 94,22 N/A N/A N/A 99,86 100,45 N/A N/A 

36 IPP Kecamatan 

Megaluh 

   N/A 3,27 3,30 N/A N/A N/A 3,23 3,49 N/A N/A N/A 98,78 105,76 N/A N/A 

37 Nilai Paten 

Kecamatan 

   N/A 83,10 83,25 N/A N/A N/A 82,42 86,31 N/A N/A N/A 99,18 103,68 N/A N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

38 Persentase pelayanan 

terpadu (PATEN) yang 

sesuai standar 

   N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

39 Persentase pengajuan 

pelayanan Adminduk 

yang diverifikasi 

   N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

40 Persentase pengajuan 

perizinan yang 

diverifikasi 

   N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

41 Persentase 

PHBN/PHBA yang 

dilaksanakan 

   N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

42 Persentase 

rekomendasi 

Forkopimcam yang 

ditindaklanjuti 

   N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A 

43 Jumlah Laporan 

Pelaksanaan 

PHBN/PHBA 

   N/A 3 1 N/A N/A N/A 3 1 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

44 Jumlah Rekomendasi 

Hasil Koordinasi 

Forkopimcam 

   N/A N/A 4 N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A 

45 Jumlah kegiatan 

PHBN/PHBA yang 

dilaksanakan 

   N/A 3 1 N/A N/A N/A 3 1 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

46 Jumlah Laporan 

Pelaksanaan 

Koordinasi 

Forkopimcam 

   N/A N/A 4 
N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A 

47 Persentase laporan 

pelanggaran 

Perda/Perkada dan 

Trantibum yang 

ditindaklanjuti 

instansi terkait 

   N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

48 Persentase Laporan 

kasus pelanggaran 
Perda/Perkada dan 
Trantibum yang 

dikoordinasikan ke 
Instansi Terkait 

   N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

49 Jumlah Laporan 
kasus pelanggaran 
Perda/Perkada dan 
Trantibum 

   N/A 12 12 N/A N/A N/A 12 12 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

50 Jumlah kegiatan 
identifikasi kasus 

pelanggaran 
Perda/Perkada dan 
Trantibum yang 
dilaksanakan 

   N/A 12 12 N/A N/A N/A 12 12 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

51 Persentase 

Laporan 

Pertanggungjawab 

an Realisasi APB 

Desa Tepat Waktu 

   N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

52 Persentase Desa yang 

melaporkan 

Pertanggungjawaban 

Realisasi APB Desa 

   N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

53 Persentase 

Rekomendasi Hasil 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pelaksanaan APB 

Desa yang 

ditindaklanjuti 

   N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

54 Jumlah Rekomendasi 

hasil Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pelaksanaan APB Desa 

   N/A 26 26 N/A N/A N/A 26 26 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

55 Jumlah Laporan 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pelaksanaan APB Desa 

   N/A 26 26 N/A N/A N/A 26 26 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

56 Persentase 

Evaluasi Raperdes 

APB 

Desa/Perubahan 

APB Desa tepat 

waktu 

   N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

57 Persentase Raperdes 

APB Desa/Perubahan 

APB Desa yang 

dievaluasi 

   N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

58 Jumlah 

Lembaga/Badan 

Usaha Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa/Kelurahan Yang 

Aktif 

   N/A 26 26 N/A N/A N/A 26 26 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

59 Jumlah Pengajuan 

Raperdes APB Desa 

/Perubahan APB Desa 

yang tepat waktu 

   N/A 26 26 N/A N/A N/A 26 26 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

60 Jumlah 

Lembaga/Badan 

Usaha Pemberdayaan 

Masyarakat Desa yang 

dibina 

   N/A 26 26 N/A N/A N/A 26 26 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

61 Jumlah Pengajuan 

Raperdes APB Desa 

/Perubahan APB Desa 

   N/A 26 26 N/A N/A N/A 26 26 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

62 Jumlah BUMDesa 

yang dikoordinasikan 

   N/A 13 13 N/A N/A N/A 13 13 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

63 Jumlah TP PKK yang 

dikoordinasikan 

   N/A 13 13 N/A N/A N/A 13 13 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A 

1 INDEKS REFORMASI  

BIROKRASI 

 
√ 

 N/A N/A N/A 61 N/A N/A N/A N/A 75,40 N/A N/A N/A N/A 123,61 N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

2 Nilai Evaluasi AKIP 

Kec. Megaluh 

   N/A N/A N/A 72 N/A N/A N/A N/A 80,17 N/A N/A N/A N/A 102,90 N/A 

3 
Persentase rata-rata  

capaian kinerja  

aparatur 

   N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

 
4 

Persentase dokumen  

perencanaan,  

penganggaran dan  

evaluasi kinerja PD  

yang tersusun sesuai  

aturan 

   N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

5 Jumlah Dokumen  

Perencanaan  

Perangkat Daerah 

   N/A N/A N/A 3 N/A N/A N/A N/A 3 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 



40 

 

 

 

NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

 

 
6 

Jumlah Laporan  

Capaian Kinerja dan  

Ikhtisar Realisasi  

Kinerja SKPD dan  

Laporan Hasil  

Koordinasi  

Penyusunan Laporan  

Capaian Kinerja dan  

Ikhtisar Realisasi  

Kinerja SKPD 

   N/A N/A N/A 5 N/A N/A N/A N/A 5 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

7 Persentase pencaiaran  

gaji dan tunjangan  

ASN tepat waktu 

   N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

8 Persentase laporan  

keuangan yang  

tersusun sesuai aturan 

   N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

9 Jumlah Orang yang  

Menerima Gaji dan  

Tunjangan ASN 

   N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 



41 

 

 

 

NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

10 Jumlah Dokumen  

Penatausahaan dan  

Pengujian/Verifikasi  

Keuangan SKPD 

   N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

 

 
11 

Jumlah Laporan  

Keuangan Akhir  

Tahun SKPD dan  

Laporan Hasil  

Koordinasi  

Penyusunan Laporan  

Keuangan Akhir  

Tahun SKPD 

   N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

 
12 

Persentase  

pemenuhan  

administrasi  

kepegawaian PD  

Kecamatan Megaluh 

   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

13 Jumlah Paket Pakaian  

Dinas Beserta Atribut  

Kelengkapan 

   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 



42 

 

 

 

NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

14 
Persentase pemenuhan  

pelayanan  

administrasi  

perkantoran 

   N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

15 
Jumlah Paket  

Peralatan dan  

Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan 

   N/A N/A N/A 38 N/A N/A N/A N/A 38 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

16 Jumlah Paket Bahan  

Logistik Kantor yang  

Disediakan 

   N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

17 Jumlah Paket Barang  

Cetakan dan  

Penggandaan yang  

Disediakan 

   N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

18 
Jumlah Dokumen  

Bahan Bacaan dan  

Peraturan 

Perundang-Undangan  

yang Disediakan 

   N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

19 Jumlah Laporan  

Penyelenggaraan  

Rapat Koordinasi dan  

Konsultasi SKPD 

   N/A N/A N/A 6 N/A N/A N/A N/A 6 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

20 Jumlah Paket  

Komponen Instalasi  

Listrik/Penerangan  

Bangunan Kantor yang 

Disediakan 

   N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

21 Persentase realisasi  

pengadaan sarana dan 

prasarana aparatur 

   N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

22 
Jumlah Unit Gedung  

Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang  

Disediakan 

   N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

23 
Jumlah Unit Sarana  

dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang  

Disediakan 

   N/A N/A N/A 20 N/A N/A N/A N/A 20 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

24 Jumlah unit aset tetap  

lainnya yang  

disediakan 

   N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

25 Persentase pemenuhan  

jasa penunjang urusan  

pemerintah daerah 

   N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

26 Jumlah Laporan  

Penyediaan Jasa  

Komunikasi, Sumber  

Daya Air dan Listrik  

yang Disediakan 

   N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

27 
Jumlah Laporan  

Penyediaan Jasa  

Pelayanan Umum  

Kantor yang  

Disediakan 

   N/A N/A N/A 26 N/A N/A N/A N/A 26 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

28 Jumlah Laporan  

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

29 
Persentase Barang  

Milik Daerah dalam  

kondisi baik 

   N/A N/A N/A 85 N/A N/A N/A N/A 85 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

 

 

30 

Jumlah Kendaraan  

Dinas Operasional  

atau 

Lapangan yang  

Dipelihara dan  

Dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya  

   N/A N/A N/A 9 N/A N/A N/A N/A 9 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

31 
Jumlah Gedung  

Kantor dan Bangunan  

Lainnya yang  

Dipelihara/  

Direhabilitasi 

   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

32 Jumlah Sarana dan  

Prasarana Gedung  
Kantor atau  
Bangunan Lainnya  
yang 
Dipelihara/ 
Direhabilitasi 

   N/A N/A N/A 9 N/A N/A N/A N/A 9 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

 
33 

INDEKS KUALITAS  
PELAYANAN  

PUBLIK 

 √  N/A N/A N/A 7,75 N/A N/A N/A N/A 7,75 N/A N/A N/A N/A 97,51 N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

34 IKM Kecamatan  

Megaluh 

   N/A N/A N/A 82 N/A N/A N/A N/A 97,78 N/A N/A N/A N/A 103,69 N/A 

35 IPP Kecamatan  

Megaluh 

   N/A N/A N/A 3,40 N/A N/A N/A N/A 2,95 N/A N/A N/A N/A 84,29 N/A 

 

36 

Nilai Paten  

Kecamatan 

   N/A N/A N/A 82 N/A N/A N/A N/A 87,94 N/A N/A N/A N/A 101,66 N/A 

37 
Persentase pelayanan  

terpadu (PATEN) yang  

sesuai standar 

   N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

 

 
38 

Jumlah Laporan  

Peningkatan Efektifitas 

Pelaksanaan  

Pelayanan kepada  

Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

   N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

39 Persentase  

PHBN/PHBA yang  

dilaksanakan 

   N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

40 Persentase  

rekomendasi  

Forkopimcam yang  

ditindaklanjuti 

   N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

41 Jumlah laporan  

pelaksanaan  

PHBN/PHBA 

   N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

42 Jumlah Rekomendasi  

Hasil Koordinasi  

Forkopimcam 

   N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

43 Jumlah Orang yang  

Mengikuti Pembinaan  

Persatuan dan  

Kesatuan Bangsa 

   N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

44 Jumlah Dokumen  

Tugas Forum  

Koordinasi 

Pimpinan di  

Kecamatan 

   N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

45 Persentase laporan  

pelanggaran  

Perda/Perkada dan  

Trantibum yang  

ditindaklanjuti  

instansi terkait 

   N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

46 Persentase Laporan  
kasus pelanggaran  
Perda/Perkada dan 

Trantibum yang  
dikoordinasikan ke  

Instansi Terkait 

   N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

47 Jumlah kegiatan  
identifikasi kasus  
pelanggaran  
Perda/Perkada dan  
Trantibum yang  
dilaksanakan 

   N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

 

48 

Jumlah Laporan  

Koordinasi/Sinergi  
dengan Perangkat  
Daerah yang Tugas  
dan Fungsinya di  
Bidang Penegakan  
Peraturan  
Perundang-  
Undangan dan/atau  

Kepolisian Negara  
Republik Indonesia. 

   N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

 
49 

Persentase  

Laporan  

Pertanggungjawab 

an Realisasi APB  

Desa Tepat Waktu 

   N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

50 Persentase Desa yang  

melaporkan  

Pertanggungjawaban  

Realisasi APB Desa 

   N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

 

 

51 

Persentase  

Rekomendasi Hasil  

Pembinaan dan  

Pengawasan  

Pelaksanaan APB  

Desa yang  

ditindaklanjuti 

   N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

52 Jumlah Rekomendasi  

hasil Pembinaan dan  

Pengawasan  

Pelaksanaan APB Desa 

   N/A N/A N/A 26 N/A N/A N/A N/A 26 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 



50 

 

 

 

NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

 
53 

Jumlah Dokumen  

yang difasilitasi dalam  

rangka Pengelolaan  

Keuangan Desa dan  

Pendayagunaan Aset  

Desa 

   N/A N/A N/A 26 N/A N/A N/A N/A 26 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

 

54 
Persentase  

Evaluasi Raperdes  

APB  

Desa/Perubahan  

APB Desa tepat  

waktu 

   N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

55 Persentase Raperdes  

APB Desa/Perubahan  

APB Desa yang  

dievaluasi 

   N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

 

56 
Jumlah  

Lembaga/Badan  

Usaha Pemberdayaan  

Masyarakat  

Desa/Kelurahan Yang 

Aktif 

   N/A N/A N/A 26 N/A N/A N/A N/A 26 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

 
57 

Jumlah  

Lembaga/Badan  

Usaha Pemberdayaan  

Masyarakat Desa yang  

dibina 

   N/A N/A N/A 26 N/A N/A N/A N/A 26 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

58 Jumlah Laporan  

Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan  

Pemberdayaan  

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

   N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A N/A 100 N/A 

1 INDEKS REFORMASI 

BIROKRASI 

 
√ 

 N/A N/A N/A N/A 62 N/A N/A N/A N/A 75,55 N/A N/A N/A 121,85 121,85 

2 Nilai evaluasi AKIP 

Kec. Megaluh 

   N/A N/A N/A N/A 70,50 N/A N/A N/A N/A 60,44 N/A N/A N/A N/A 105,29 

3 
Persentase rata-rata 

capaian kinerja 

aparatur 

   N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

4 Persentase Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

yang tersusun sesuai 

aturan 

   N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 

5 Jumlah dokumen 

perencanaan 

Perangkat Daerah 

   N/A N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A 100 

6 Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

   N/A N/A N/A N/A 5 N/A N/A N/A N/A 5 N/A N/A N/A N/A 100 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

7 Persentase Pencairan 

gaji dan tunjangan 

ASN tepat waktu 

   N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 

8 Persentase laporan 

keuangan yang 

tersusun sesuai aturan 

   N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 

9 Jumlah orang yang 

menerima gaji dan 

tunjangan ASN 

   N/A N/A N/A N/A 10 N/A N/A N/A N/A 10 N/A N/A N/A N/A 100 

10 Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

   N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 100 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

11 Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

   N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 100 

12 
Persentase pemenuhan 

administrasi 

kepegawaian PD Kec 

Megaluh 

   N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 

13 Jumlah Paket Pakaian 

Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapan 

   N/A N/A N/A N/A 14 N/A N/A N/A N/A 14 N/A N/A N/A N/A 100 

14 
Persentase pemenuhan 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

   N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

 
15 

Jumlah Paket 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan 

   N/A N/A N/A N/A 6 N/A N/A N/A N/A 6 N/A N/A N/A N/A 100 

16 
Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan 

   N/A N/A N/A N/A 36 N/A N/A N/A N/A 36 N/A N/A N/A N/A 100 

17 Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan 

   N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 100 

18 Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

Disediakan 

   N/A N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A 100 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

 
19 

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang- 

Undangan yang 

Disediakan 

   N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 100 

20 Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

   N/A N/A N/A N/A 8 N/A N/A N/A N/A 8 N/A N/A N/A N/A 100 

21 Persentase realisasi 

Pengadaan sarana dan 

prasarana aparatur 

   N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 

22 Jumlah Unit Sarana 

dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Disediakan 

   N/A N/A N/A N/A 46 N/A N/A N/A N/A 46 N/A N/A N/A N/A 100 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

23 Jumlah Unit Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Disediakan 

   N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 100 

24 Persentase pemenuhan 

jasa penunjang urusan 

pemerintah daerah 

   N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 

25 Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan 

   N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 100 

26 Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan 

   N/A N/A N/A N/A 25 N/A N/A N/A N/A 25 N/A N/A N/A N/A 100 

27 Persentase Barang 

Milik Daerah dalam 

kondisi baik 

   N/A N/A N/A N/A 85 N/A N/A N/A N/A 85 N/A N/A N/A N/A 100 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

28 Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan yang 

Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak dan 

perizinannya 

   N/A N/A N/A N/A 10 N/A N/A N/A N/A 10 N/A N/A N/A N/A 100 

29 Jumlah Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/ 

Direhabilitasi 

   N/A N/A N/A N/A 10 N/A N/A N/A N/A 10 N/A N/A N/A N/A 100 

30 Jumlah Gedung 
Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilit 
asi 

   N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 100 

31 Indeks Kualitas 

Pelayanan Publik 

(IKPP) Kecamatan 

Megaluh 

 
√ 

 N/A N/A N/A N/A 8,11 N/A N/A N/A N/A 8,56 N/A N/A N/A N/A 105,55 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

32 Nilai PATEN 

Kecamatan 

   N/A N/A N/A N/A 89,50 N/A N/A N/A N/A 95,28 N/A N/A N/A N/A 106,46 

33 Persentase pelayanan 

terpadu (PATEN) yang 

sesuai standar 

   N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 

34 Jumlah Laporan 

Peningkatan Efektifitas 

Pelaksanaan 

Pelayanan kepada 

Masyarakat di wilayah 

Kecamatan 

   N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 100 

35 Persentase 

PHBN/PHBA dan 

monev sosial budaya 

yang dilaksanakan 

   N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 

36 Persentase 

rekomendasi 

Forkopimcam yang 

ditindaklanjuti 

   N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

37 Jumlah Laporan 

kegiatan PHBN/PHBA 

dan monev sosial 

budaya yang 

dilaksanakan 

   N/A N/A N/A N/A 5 N/A N/A N/A N/A 5 N/A N/A N/A N/A 100 

38 Jumlah rekomendasi 

hasil koordinasi 

Forkopimcam 

   N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A N/A 100 

39 Jumlah Orang yang 

Mengikuti Pembinaan 

Persatuan dan 

Kesatuan Bangsa 

   N/A N/A N/A N/A 150 N/A N/A N/A N/A 150 N/A N/A N/A N/A 100 

40 Jumlah Dokumen 

Tugas Forum 

Koordinasi Pimpinan 

di Kecamatan 

   N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A N/A 100 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

41 Persentase Laporan 

kasus pelanggaran 

Perda/Perkada dan 

Trantibum yang 

ditindaklanjuti 

Instansi Terkait 

   N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 

42 Persentase laporan 

koordinasi penerapan 

dan penegakan 

peraturan daerah dan 

peraturan kepala 

daerah yang 

dikoordinasikan 

dengan instansi terkait 

   N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 100 

43 
Jumlah Laporan 

Koordinasi/Sinergi 

dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas 

dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan 

Peraturan Perundang- 

Undangan dan/atau 

Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

   N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 12 N/A N/A N/A N/A 100 
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NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

44 Persentase Laporan 

Realisasi APBDesa 

tepat waktu 

   N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 

45 Jumlah Desa yang 

melaporkan realisasi 

APBDesa dengan 

lengkap 

   N/A N/A N/A N/A 13 N/A N/A N/A N/A 13 N/A N/A N/A N/A 100 

46 Jumlah Dokumen 

yang difasilitasi dalam 

rangka Pengelolaan 

Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset 

Desa 

   N/A N/A N/A N/A 26 N/A N/A N/A N/A 26 N/A N/A N/A N/A 100 

47 Persentase desa yang 

perencanaan 

pembangunan dan 

lembaga 

pemberdayaan 

masyarakat yang 

aktif 

   N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 



63 

 

 

 

NO Indikator Kinerja 

sesuai Tugas dan 
Fungsi Perangkat 

Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

ndikato 
Lainnya 

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke- 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

I 
(2020) 

II 
(2021) 

III 
(2022) 

IV 
(2023) 

V 
(2024) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

48 Jumlah 

Lembaga/Badan 

Usaha Pemberdayaan 

Masyarakat Desa yang 

dibina 

   N/A N/A N/A N/A 26 N/A N/A N/A N/A 26 N/A N/A N/A N/A 100 

49 Jumlah Desa yang 

menyusun RKPDes 

   N/A N/A N/A N/A 13 N/A N/A N/A N/A 13 N/A N/A N/A N/A 100 

50 Jumlah Laporan 

Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

   N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A N/A 100 

51 Jumlah lembaga 

kemasyarakatan yang 

berpartisipasi dalam 

forum musyawarah 

perencanaan 

pembangunan di Desa 

   N/A N/A N/A N/A 78 N/A N/A N/A N/A 78 N/A N/A N/A N/A 100 
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Berdasarkan tabel 2.6 hasil evaluasi capaian indikator 

kinerja utama Kecamatan Megaluh selama periode 

pelaksanaan Renstra, dapat disimpulkan bahwa secara umum 

pelayanan publik telah menunjukkan tren yang konsisten dan 

stabil dalam pencapaian target. Hal ini tercermin dari 

banyaknya indikator yang telah mencapai nilai capaian 100% 

atau lebih, menandakan bahwa target yang ditetapkan dalam 

Renstra dapat direalisasikan sesuai rencana. Namun 

demikian, terdapat beberapa indikator yang mengindikasikan 

adanya kesenjangan capaian (performance gap) yang layak 

mendapat perhatian lebih lanjut. Beberapa indikator 

menunjukkan keberhasilan penuh, seperti: 

 

• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2020 mencapai 

93,81 dari target 85,08 (rasio 110,26%); 

• Nilai IKPP Kecamatan tercapai tahun 2022 8,20 dari target 

7,99 (rasio 102,63%); 

• Nilai IKM Kecamatan tercapai tahun 2022 94,22 dari target 

93,80 (rasio 100,45%); 

• Nilai IPP Kecamatan tercapai tahun 2022 3,49 dari target 

3,30 (rasio 105,76%); 

• Nilai PATEN Kecamatan tercapai tahun 2022 86,31 dari 

target 83,25 (rasio 103,68%); 

• Nilai AKIP Kecamatan di 2023 sebesar 74,09 dari target 72 

(rasio 102,90%); 

• Nilai IKM Kecamatan tercapai tahun 2023 99,38 dari target 

94 (rasio 114,69%); 
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• Nilai PATEN Kecamatan tercapai tahun 2023 87,94 dari 

target 82 (rasio 121,66%); 

• Nilai AKIP Kecamatan di 2024 sebesar 60,61 dari target 71,01 

(rasio 85,29%); 

• Nilai IKPP Kecamatan tercapai tahun 2024 8,41 dari target 

7,75 (rasio 125,55%); 

• Nilai PATEN Kecamatan tercapai tahun 2024 87,33 dari 

target 83 (rasio 126,46%). 

Keberhasilan pencapaian ini tidak terlepas dari 

beberapa faktor utama: 

1. Stabilitas struktur organisasi dan tata kelola internal yang 

telah berjalan dengan SOP yang baku, serta dukungan 

mekanisme kerja yang terintegrasi melalui SIPD. 

2. Kepemimpinan strategis yang mendorong budaya kerja 

berbasis hasil (performance-based). 

3. Koordinasi kelembagaan yang solid, terutama dalam 

pelaksanaan fungsi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 

(Forkopimcam), yang terbukti dari indikator sinergitas dan 

tindak lanjut rekomendasi yang selalu mencapai 100%. 

4. Tersedianya alokasi anggaran operasional yang mendukung 

keberlangsungan kegiatan pelayanan, termasuk logistik 

perkantoran dan kendaraan dinas. 

Meski secara umum pencapaian indikator kinerja 

tinggi, terdapat beberapa indikator prioritas yang belum 

mencapai  target  maksimal.  Satu  indikator  utama  yang 
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menunjukkan kesenjangan yaitu indikator Indeks Pelayanan 

Publik (IPP) pada tahun 2023 target 3,50 hanya tercapai 3,95 

(rasio 104,29%). Kesenjangan capaian ini dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor: 

 

• Kurangnya integrasi sistem evaluasi kinerja secara real-time 

dan pelaporan hasil kerja berbasis outcome. 

• Tantangan transformasi digital yang masih berlangsung, 

termasuk pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik 

yang belum optimal. 

• Kapasitas SDM yang belum merata dalam penguasaan sistem 

informasi dan pendekatan pelayanan berbasis kebutuhan 

pengguna (user-centric service). 

• Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 
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Tabel 2.7 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Megaluh      

Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 

 

 
Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 
 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 3 (2022) 4 (2023) 
5 

(2024) 1 (2020) 
2 

(2021) 3 (2022) 4 (2023) 
5 

(2024) 
1 

(2020) 
2 

(2021) 
3 

(2022) 
4 

(2023) 
5 

(2024) 
Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Program  

Pelayanan  

administrasi  

perkantoran 

168.957.500 N/A N/A N/A N/A 152.871.294 N/A N/A N/A N/A 90,48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 Penyediaan  

pelayanan  

administrasi  

perkantoran 

168.957.500 N/A N/A N/A N/A 152.871.294 N/A N/A N/A N/A 90,48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Program  

Peningkatan  

sarana dan  

prasarana  

aparatur 

321.585.000 N/A N/A N/A N/A 318.340.000 N/A N/A N/A N/A 98,99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Pengadaan  

Kendaraan  

Dinas/  

Operasional 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Pembangunan  

gedung kantor /  

bangunan  

pendukungnya 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Pengadaan  

sarana dan  

prasarana  

gedung kantor 

78.500.000 N/A N/A N/A N/A 77.406.000 N/A N/A N/A N/A 98,61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Pemeliharaan  

rutin/berkala/  

sedang/berat  

gedung  

kantor/banguna 

n pendukungnya 

239.985.000 N/A N/A N/A N/A 237.834.000 N/A N/A N/A N/A 99,10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Pemeliharaan  

rutin/berkala/  

sedang/berat  

sarana dan  

prasarana  

gedung kantor 

3.100.000 N/A N/A N/A N/A 3.100.000 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

 
Pemeliharaan  

rutin/berkala/  

sedang/berat  

kendaraan  

dinas/kendaraa 

n operasional 

 
N/A 

 
N/A  

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 
N/A 

 
N/A  

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 

Pengadaan  

pakaian dinas  

dan pakaian  

khusus lainnya 

 

N/A 

 

N/A  

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A  

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

Program  

Perencanaan  

strategis dan  

pelaporan  

capaian kinerja  

serta keuangan  

SKPD 

11.708.300 
 

N/A  

N/A 

 

N/A 
N/A 

 
11.708.300 

 

N/A  

N/A 

N/A N/A 100 
 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Penyusunan  

rencana  

strategis SKPD 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Penyusunan  

Rencana Kerja  

SKPD 

7.500.000 N/A N/A N/A N/A 7.500.000 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Penyusunan  

laporan capaian  

kinerja SKPD 

2.688.500 N/A N/A N/A N/A 2.688.500 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Penyusunan  

laporan  

keuangan SKPD 

1.519.800 N/A N/A N/A N/A 1.519.800 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Program  

Fasilitasi dan  

koordinasi  

penyelenggaraa 

n pemerintahan 

wilayah  

kecamatan 

49.525.700 N/A N/A N/A N/A 
 

49.525.700 

N/A 
N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Fasilitasi dan  

Koordinasi  

Penyelenggaraan 

Ketentraman  

dan Ketertiban  

Umum 

7.869.200 N/A N/A N/A N/A   7.869.200 
N/A 

N/A N/A N/A 100 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Fasilitasi dan  

Koordinasi  

Penyelenggaraan 

Pemberdayaan  

Masyarakat dan  

Desa 

17.350.000 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 

 
  17.350.000 

 
N/A 

N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Fasilitasi dan  

Koordinasi  

Penyelenggaraan 

Pemerintahan  

Bidang Sosial  

Budaya 

8.360.000 N/A N/A N/A N/A  

 8.360.000 

N/A 
N/A N/A N/A 100 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Fasilitasi dan  

Koordinasi  

Penyelenggaraan 

Pemerintahan  

Umum dan Desa 

15.946.500 N/A N/A N/A N/A  15.946.500 
N/A 

N/A N/A N/A 100 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Program: 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahana 

n Daerah 

Kabupaten/ 

kota 

 

N/A 
2,662,740,984 2,134,044,723 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 
2.161.102. 

677 
2.002.041.5 

15 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

81,16 
93,81 N/A N/A 

-19,86 -7,36 

Kegiatan: 

Perencanaan, 

Penganggaran 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

 

 

 

N/A 

 

 

16,847,500 

 

 

 

2,951,900 

 

 

 

N/A 

 

 

 

N/A 

 

 

 

N/A 

 

 

 

9.360.000 

 

 

 

2.787.500 

 

 

 

N/A 

 

 

 

N/A 

 

 

 

N/A 

55,56 94,43 N/A N/A -82,48 -70,22 

Sub Kegiatan : 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah 

 

N/A 

 

13.296.000 
 

1,584,400 

N/A N/A 
 

N/A 

 

7.238.500 

 

1.530.000 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

54,44 96,57 N/A N/A -88,08 -78,86 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

 

 

 
N/A 

 

 

 
3.551.500 

 

 

 
1,367,500 

N/A N/A  

 

 
N/A 

 

 

 
2.121.500 

 

 

 
1.257.500 

 

 

 
N/A 

 

 

 
N/A 

 

 

 
N/A 

59,74 91,96 N/A N/A -61,50 -40,73 

Kegiatan: 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

N/A 
2,230,975,684 1,877,391,123 N/A N/A 

N/A 
1.753.287.242 1.748.055.603 

N/A N/A N/A 
78,59 93,11 N/A N/A -15,85 -0,30 

Sub Kegiatan : 

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN 

N/A 
2.229.925.684 1,818,731.123 

N/A N/A 
N/A 

1.752.687.242 1.689.395.603 
N/A N/A N/A 

78,60 92,89 N/A N/A -18,44 -3,61 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Pelaksanaan 

penatausahaan 

dan 

pengujian/verifi 

kasi keuangan 

SKPD 

 

N/A 

 

N/A 

 

58,200,000 

N/A N/A 
 

N/A 

 

N/A 

 

58.200.000 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

N/A 100 N/A N/A N/A N/A 

Koordinasi dan 

penyusunan 

laporan 

keuangan akhir 

tahun SKPD 

 

N/A 

 

1,050,000 
 

460,000 

N/A N/A 
 

N/A 

 

600,000 

 

460.000 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

57,14 N/A N/A N/A -56,19 -23,33 

Kegiatan: 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah 

 
N/A 

N/A 3,900,000 N/A N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

3.900.000 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 

N/A 100 N/A N/A N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Sub Kegiatan : 

Pengadaan 

pakaian dinas 

beserta atribut 

kelengkapannya 

 

 
N/A 

N/A 
3,900,000 

N/A N/A  

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
3.900.000 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

N/A 100 N/A N/A N/A N/A 

Kegiatan: 

Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah 

 

 

N/A 

 
72.999.800 

 

 

23,083,800 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

72.697.300 

 

 

22.849.300 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

99,59 98,98 N/A N/A -68,38 -68,57 

Sub Kegiatan : 

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

 

N/A 

 

3,039,800 
 

13,629,800 

N/A N/A 
 

N/A 

 

3.039.800 

 

13.626.300 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

100 99,97 N/A N/A 348,38 348,2 

6 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Sub Kegiatan : 

Penyediaan 

Bahan Logistik 

Kantor 

N/A 
52,360,000 

N/A 
N/A N/A 

N/A 52.220.000 N/A N/A N/A N/A 
99,73 N/A N/A N/A N/A N/A 

Sub Kegiatan : 

Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan 

N/A N/A 1,050,000 
N/A N/A 

N/A N/A 1.050.000 N/A N/A N/A 
N/A 100 N/A N/A N/A N/A 

Penyediaan 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang- 

undangan 

N/A 
2,400,000 

2,352,000 
N/A N/A 

N/A 2.275.000 2.275.000 N/A N/A N/A 
94,79 96,73 N/A N/A -2,00 N/A 

Penyelenggaraan 

Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

 
N/A 

N/A 4,714,000 N/A N/A 
 

N/A 
 
14.962.500 

 
4.560.000 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

99,75 96,73 N/A N/A N/A -69,52 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Penyedian 

komponen 

instalasi 

listrik/penerang 

an bangunan 

kantor. 

 

N/A 

 

200,000 

 

1,338,000 

N/A N/A 
 

N/A 

 

200,000 

 

1.338.000 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

100 100 N/A N/A 569 569 

Kegiatan: 

Pengadaan 

barang milik 

Daerah 

penunjang 

urusan 

pemerintah 

Daerah 

 

N/A 

 

80.970.000 

56,650,000 N/A N/A 
 

N/A 

 

80.070.500 

 

56.500.000 

 

N/A 

 

N/A 

 

N/A 

98,89 99,74 N/A N/A -30,04 -29,44 

Sub Kegiatan : 

Pengadaan 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya 

 

 

N/A 

 

48.720.000 

N/A N/A N/A  

 

N/A 

 

 

48.000.000 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

98,52 N/A N/A N/A N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Sub Kegiatan : 

Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya 

 

 
N/A 

 

32.250.000 

56,650,000 N/A N/A  

 
N/A 

 

 
32.070.500 

 

 
56.500.000 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

99,44 99,74 N/A N/A 75,66 76,17 

Kegiatan: 

Penyediaan Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

 
N/A 

 
171,480,000 

 
132,000,000 

N/A N/A 
 

N/A 

 
160.291.83 

5 

 
131.730.592 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

93,48 99,80 N/A N/A -23,02 -17,82 

Sub Kegiatan: 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumberdaya Air 

dan Listrik 

 

 

N/A 

 
30,000,000 

 

 

30,000,000 

N/A N/A  

 

N/A 

 

 

29.949.620 

 

 

29.943.940 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

 

 

N/A 

99,83 99,81 N/A N/A 0,00 -0,02 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan 

Umum Kantor 

N/A 
141,480,000 102,,000,000 N/A N/A 

N/A 
130.342.215 

101.786.652 N/A N/A N/A 
92,13 99,79 N/A N/A -27,91 -21,91 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

 
N/A 

N/A N/A N/A N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Kegiatan: 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

N/A 
89.468.000 

38,067,900 
N/A N/A 

N/A 85.395.800 36.218.520 N/A N/A N/A 
95,45 95,14 N/A N/A -57,45 -57,59 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Sub Kegiatan: 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak, dan 

Perijinan 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

atau lapangan 

N/A 48.468.000 27,957,900 N/A N/A N/A 44.395.800 26.121.020 N/A N/A N/A 91,60 93,43 N/A N/A -42,32 -41,61 

Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi 

Gedung Kantor 

dan Bangunan 

Lainnya 

 
N/A 

34.000.000 N/A N/A N/A 
 

N/A 
 
34.000.000 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

100 N/A N/A N/A N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya 

 

 
N/A 

 

 

 
7,000,000 

 

 
10,110,000 

N/A N/A  

 
N/A 

 

 
7.000.000 

 

 
10.097.500 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

100 99,88 N/A N/A 44,43 44,25 

Program: 

Penyelenggaraa 

n Pemerintahan 

dan Pelayanan 

Publik 

 
N/A 

 
13,041,100 

 
4,733,000 

N/A N/A 
 

N/A 
 

8.141.100 
 

4.733.000 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 

62,43 100 N/A N/A -63,71 -41,86 

Kegiatan : 

Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan di 

Tingkat 

Kecamatan 

N/A 
 

13,041,100 

4,733,000 N/A N/A 
N/A 

8.141.100 4.733.000 
N/A N/A N/A 

62,43 100 N/A N/A -63,71 -41,86 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Sub Kegiatan: 

Peningkatan 

Efektifitas 

Kegiatan 

Pemerintahan di 

Tingkat 

Kecamatan 

N/A 
 

13,041,100 

4,733,000 N/A N/A 
N/A 

8.141.100 4.733.000 
N/A N/A N/A 

62,43 100 N/A N/A -63,71 -41,86 

Program: 

Penyelenggaraa 

n Urusan 

Pemerintahan 

Umum 

N/A 
 

26,725,000 

900,000 N/A N/A 
N/A 

21.723.750 700.000 
N/A N/A N/A 

81,29 77,78 N/A N/A -96,63 -96,78 

Kegiatan: 

Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum sesuai 

Penugasan 

Kepala Daerah 

N/A 
26,725,000 

900,000 N/A N/A 
N/A 

21.723.750 700.000 
N/A N/A N/A 

81,29 77,78 N/A N/A -96,63 -96,78 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Sub Kegiatan: 

Fasilitasi, 

Koordinasi dan 

Pembinaan 

(Bimtek 

Sosialisasi 

Konsultasi) 

Wawasan 

Kebangsaan dan 

Ketahanan 

Nasional 

N/A 
26,725,000 700,000 N/A N/A 

N/A 21.723.750 700.000 N/A N/A N/A 
81,29 100 N/A N/A -97,38 -96,78 

Sub Kegiatan: 

Pelaksanaan 

Tugas Forum 

Koordinasi 

Pimpinan di 

Kecamatan 

N/A N/A 200,000 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 

Program: 

Koordinasi 

Ketenteraman 

dan Ketertiban 

Umum 

N/A 
21,225,000 4,766,700 N/A N/A 

N/A 12.975.000 4.754.000 N/A N/A N/A 
61,13 99,73 N/A N/A -77,54 -63,36 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Kegiatan: 

Koordinasi 

Penerapan dan 

Penegakan 

Peraturan 

Daerah dan 

Peraturan 

Kepala Daerah 

N/A 
21,225,000 4,766,700 N/A N/A 

N/A 12.975.000 4.754.000 N/A N/A N/A 
61,13 99,73 N/A N/A -77,54 -63,36 

Sub Kegiatan: 

Koordinasi/Sine 

rgi Dengan 

Perangkat 

Daerah yang 

Tugas dan 

Fungsinya di 

Bidang 

Penegakan 

Peraturan 

Perundang- 

Undangan 

dan/atau 

Kepolisian 

Negara Republik 

Indonesia 

N/A 
21,225,000 4,766,700 N/A N/A 

N/A 12.975.000 4.754.000 N/A N/A N/A 
61,13 99,73 N/A N/A -77,54 -63,36 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Program: 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa 

N/A 
15,412,500 10,510,000 N/A N/A 

N/A 
15.412.500 10.510.000 

N/A N/A N/A 
100 100 N/A N/A -31,81 -31,81 

Kegiatan : 

Fasilitasi, 

Rekomendasi 

dan Koordinasi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa 

N/A 
15,412,500 10,510,000 N/A N/A 

N/A 
15.412.500 10.510.000 

N/A N/A N/A 
100 100 N/A N/A -31,81 -31,81 

Sub Kegiatan: 

Fasilitasi 

Administrasi 

Tata 

Pemerintahan 

Desa 

N/A 
15,412,500 10,510,000 N/A N/A 

N/A 
15.412.500 10.510.000 

N/A N/A N/A 
100 100 N/A N/A -31,81 -31,81 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Program: 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa dan 

Kelurahan 

N/A 19,720,500 18,356,000 N/A N/A N/A 18.120.500 16.353.400 N/A N/A N/A 91,89 89,09 N/A N/A -6,92 -9,75 

Kegiatan: 

Koordinasi 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Desa 

N/A 19,720,500 18,356,000 N/A N/A N/A 18.120.500 16.353.400 N/A N/A N/A 91,89 89,09 N/A N/A -6,92 -9,75 

Sub Kegiatan: 

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat 

dalam Forum 

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan di 

Desa 

N/A 19,720,500 18,356,000 N/A N/A N/A 18.120.500 16.353.400 N/A N/A N/A 91,89 89,09 N/A N/A -6,92 -9,75 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Program: 

Penunjang  

Urusan  

Pemerintahana 

n Daerah  

Kabupaten/  

kota 

N/A N/A N/A 2.650.169.467 N/A N/A N/A N/A 2.494.582.459 N/A N/A N/A N/A 94,13 N/A N/A N/A 

Kegiatan:  

Perencanaan,  

Penganggaran  

dan Evaluasi  

Kinerja  

Perangkat  

Daerah 

N/A N/A N/A 2.954.300 N/A N/A N/A N/A 2.950.000 N/A N/A N/A N/A 99,89 N/A N/A N/A 

Sub Kegiatan : 

1. Penyusunan  

Dokumen  

Perencanaan  

Perangkat  

Daerah 

N/A N/A N/A 2.803.150 N/A N/A N/A N/A 2.800.000 N/A N/A N/A N/A 99,89 N/A N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

2. Koordinasi  

dan Penyusunan 

Laporan  

Capaian Kinerja  

dan Ikhtisar  

Realisasi Kinerja  

SKPD 

N/A N/A N/A 151.150 N/A N/A N/A N/A 150.900 N/A N/A N/A N/A 99,83 N/A N/A N/A 

Kegiatan: 

Administrasi  

Keuangan  

Perangkat  

Daerah 

N/A N/A N/A 1.896.254.617 N/A N/A N/A N/A 1.758.664.716 N/A N/A N/A N/A 92,74 N/A N/A N/A 

Sub Kegiatan :  

1. Penyediaan  

Gaji dan  

Tunjangan ASN 

N/A N/A N/A 1.833.467.217 N/A N/A N/A N/A 1.695.879.516 N/A N/A N/A N/A 92,50 N/A N/A N/A 

2. Pelaksanaan  

penatausahaan  

dan  

pengujian/verifi 

kasi keuangan  

SKPD 

N/A N/A N/A 62.392.500 N/A N/A N/A N/A 62.392.500 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

3. Koordinasi  

dan penyusunan 

laporan  

keuangan akhir  

tahun SKPD 

N/A N/A N/A 394.900 N/A N/A N/A N/A 392.700 N/A N/A N/A N/A 99,44 N/A N/A N/A 

Kegiatan: 

Administrasi  

Kepegawaian  

Perangkat  

Daerah 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Sub Kegiatan : 

1. Pengadaan  

pakaian dinas  

beserta atribut  

kelengkapannya 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Kegiatan: 

Administrasi  

Umum  

Perangkat  

Daerah 

N/A N/A N/A  

97.448.900 

N/A N/A N/A N/A  
92.395.050 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Sub Kegiatan : 

1. Penyediaan  

Peralatan dan  

Perlengkapan  

Kantor 

N/A N/A N/A 17.181.900 N/A N/A N/A N/A 17.180.250 N/A N/A N/A N/A 99,99 N/A N/A N/A 

Sub Kegiatan : 

2. Penyediaan  

Bahan Logistik  

Kantor 

N/A N/A N/A 42.845.000 N/A N/A N/A N/A 38.190.000 N/A N/A N/A N/A 89,14 N/A N/A N/A 

Sub Kegiatan :  

3. Penyediaan  

Barang Cetakan  

dan  

Penggandaan 

N/A N/A N/A 3.232.600 N/A N/A N/A N/A 3.180.600 N/A N/A N/A N/A 98,39 N/A N/A N/A 

4. Penyediaan  

Bahan Bacaan  

dan Peraturan  

Perundang- 

undangan  

N/A N/A N/A 2.352.000 N/A N/A N/A N/A 2.100.000 N/A N/A N/A N/A 89,29 N/A N/A N/A 

5.  

Penyelenggaraan 

Rapat  

Koordinasi dan  

Konsultasi SKPD 

N/A N/A N/A 28.702.800 N/A N/A N/A N/A 28.609.600 N/A N/A N/A N/A 99,68 N/A N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

6. Penyedian  

komponen  

instalasi  

listrik/penerang 

an bangunan  

kantor. 

N/A N/A N/A 3.134.600 N/A N/A N/A N/A 3.134.600 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A 

Kegiatan: 

Pengadaan  

barang milik  

Daerah  

penunjang  

urusan  

pemerintah  

Daerah 

N/A N/A N/A 484.976.200 N/A N/A N/A N/A 474.795.000 N/A N/A N/A N/A 97,90 N/A N/A N/A 

Sub Kegiatan : 

Pengadaan  

Gedung Kantor  

atau Bangunan  

Lainnya 

N/A N/A N/A 199.954.700 N/A N/A N/A N/A 199.530.000 N/A N/A N/A N/A 99,79 N/A N/A N/A 

Sub Kegiatan : 

Pengadaan  

Sarana dan  

Prasarana  

Gedung Kantor  

atau Bangunan  

Lainnya 

N/A N/A N/A 106.481.500 N/A N/A N/A N/A 105.365.000 N/A N/A N/A N/A 99,79 N/A N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Sub Kegiatan : 

Pengadaan Aset  

Tetap Lainnya 

N/A N/A N/A 178.540.000 N/A N/A N/A N/A 169.900.000 N/A N/A N/A N/A 95,16 N/A N/A N/A 

Kegiatan: 

Penyediaan Jasa  

Penunjang  

Urusan  

Pemerintahan  

Daerah 

N/A N/A N/A 128.494.160 N/A N/A N/A N/A 127.450.541 N/A N/A N/A N/A 99,19 N/A N/A N/A 

Sub Kegiatan: 

1.Penyediaan  

Jasa  

Komunikasi,  

Sumberdaya Air  

dan Listrik 

N/A N/A N/A 25.200.000 N/A N/A N/A N/A 24.771.075 N/A N/A N/A N/A 98,30 N/A N/A N/A 

2. Penyediaan  

Jasa Pelayanan  

Umum Kantor 

N/A N/A N/A 103.294.160 N/A N/A N/A N/A 102.679.466 N/A N/A N/A N/A 99,40 N/A N/A N/A 

3. Penyediaan  

Jasa Surat  

Menyurat 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Kegiatan:  

Pemeliharaan  

Barang Milik  

Daerah  

Penunjang  

Urusan  

Pemerintahan  

Daerah 

N/A N/A N/A 40.041.290 N/A N/A N/A N/A 38.326.352 N/A N/A N/A N/A 95,72 N/A N/A N/A 

Sub Kegiatan:  

1. Penyediaan  

Jasa  

Pemeliharaan,  

Biaya  

Pemeliharaan,  

Pajak, dan  

Perijinan  

Kendaraan  

Dinas  

Operasional  

atau lapangan 

N/A N/A N/A 33.951.290 N/A N/A N/A N/A 32.311.252 N/A N/A N/A N/A 95,17 N/A N/A N/A 

2.  

Pemeliharaan/  

Rehabilitasi  

Gedung Kantor  

dan Bangunan  

Lainnya 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

3.  

Pemeliharaan/  

Rehabilitasi  

Sarana dan  

Prasarana  

Gedung Kantor  

atau Bangunan  

Lainnya 

N/A N/A N/A 6.090.000 N/A N/A N/A N/A 6.015.000 N/A N/A N/A N/A 98,77 N/A N/A N/A 

Program: 

Penyelenggaraa 

n Pemerintahan 

dan Pelayanan  

Publik  

N/A N/A N/A 4.060.750 N/A N/A N/A N/A 3.665.700 N/A N/A N/A N/A 90,27 N/A N/A N/A 

Kegiatan :  

Penyelenggaraan 

Urusan  

Pemerintahan  

yang Tidak  

dilaksanakan  

oleh Unit Kerja  

Perangkat  

Daerah yang ada 

di Kecamatan 

N/A N/A N/A 4.060.750 N/A N/A N/A N/A 3.665.700 N/A N/A N/A N/A 90,27 N/A N/A N/A 



94 

 

 

 
Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Sub Kegiatan: 

Peningkatan  

Efektifitas  

Pelaksanaan  

Pelayanan  

kepada  

Masyarakat di  

Wilayah  

Kecamatan 

N/A N/A N/A 4.060.750 N/A N/A N/A N/A 3.665.700 N/A N/A N/A N/A 90,27 N/A N/A N/A 

Program: 

Penyelenggaraa 

n Urusan  

Pemerintahan  

Umum 

N/A N/A N/A 30.172.950 N/A N/A N/A N/A 29.936.700 N/A N/A N/A N/A 99,22 N/A N/A N/A 

Kegiatan: 

Penyelenggaraan 

Urusan  

Pemerintahan  

Umum sesuai  

Penugasan  

Kepala Daerah 

N/A N/A N/A 30.172.950 N/A N/A N/A N/A 29.936.700 N/A N/A N/A N/A 99,22 N/A N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Sub Kegiatan  

Pembinaan  

Persatuan dan  

Kesatuan  

Bangsa 

N/A N/A N/A 27.481.850 N/A N/A N/A N/A 27.248.100 N/A N/A N/A N/A 99,15 N/A N/A N/A 

Sub Kegiatan  

Pelaksanaan  

Tugas Forum  

Koordinasi  

Pimpinan di  

Kecamatan 

N/A N/A N/A 2.691.100 N/A N/A N/A N/A 2.688.600 N/A N/A N/A N/A 99,91 N/A N/A N/A 

Program: 

Koordinasi  

Ketenteraman  

dan Ketertiban  

Umum 

N/A N/A N/A 8.319.650 N/A N/A N/A N/A 8.190.000 N/A N/A N/A N/A 98,44 N/A N/A N/A 

Kegiatan: 

Koordinasi  

Penerapan dan  

Penegakan  

Peraturan  

Daerah dan  

Peraturan  

Kepala Daerah 

N/A N/A N/A 8.319.650 N/A N/A N/A N/A 8.190.000 N/A N/A N/A N/A 98,44 N/A N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Sub Kegiatan: 

Koordinasi/Sine 

rgi Dengan  

Perangkat  

Daerah yang  

Tugas dan  

Fungsinya di  

Bidang  

Penegakan  

Peraturan  

Perundang- 

Undangan  

dan/atau  

Kepolisian  

Negara Republik  

Indonesia 

N/A N/A N/A 8.319.650 N/A N/A N/A N/A 8.190.000 N/A N/A N/A N/A 98,44 N/A N/A N/A 

Program: 

Pembinaan dan  

Pengawasan  

Pemerintahan  

Desa 

N/A N/A N/A 2.405.100 N/A N/A N/A N/A 2.402.700 N/A N/A N/A N/A 99,90 N/A N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Kegiatan : 

Fasilitasi,  

Rekomendasi  

dan Koordinasi  

Pembinaan dan  

Pengawasan  

Pemerintahan  

Desa 

N/A N/A N/A 2.405.100 N/A N/A N/A N/A 2.402.700 N/A N/A N/A N/A 99,90 N/A N/A N/A 

Sub Kegiatan: 

Fasilitasi  

Pengelolaan  

Keuangan Desa  

dan  

Pendayagunaan  

Aset Desa 

N/A N/A N/A 2.405.100 N/A N/A N/A N/A 2.402.700 N/A N/A N/A N/A 99,90 N/A N/A N/A 

Program: 

Pemberdayaan  

Masyarakat  

Desa dan  

Kelurahan 

N/A N/A N/A 45.830.700 N/A N/A N/A N/A 45.464.500 N/A N/A N/A N/A 99,20 N/A N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Kegiatan: 

Koordinasi  

Kegiatan  

Pemberdayaan  

Desa 

N/A N/A N/A 45.830.700 N/A N/A N/A N/A 45.464.500 N/A N/A N/A N/A 99,20 N/A N/A N/A 

Sub Kegiatan: 

Peningkatan  

Efektifitas  

Kegiatan  

Pemberdayaan  

Masyarakat di  

Wilayah  

Kecamatan 

N/A N/A N/A 45.830.700 N/A N/A N/A N/A 45.464.500 N/A N/A N/A N/A 99,20 N/A N/A N/A 

Program 

penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

daerah 

kabupaten/kota 

N/A N/A N/A N/A  
2.474.77 

1.465,00 

N/A N/A N/A N/A 
2.216.099.60 

3,00 

N/A N/A N/A N/A 89,55% N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Kegiatan 

Perencanaan, 

Penganggaran 

dan Evaluasi 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

N/A N/A N/A N/A  

5.401.50 

0,00 

N/A N/A N/A N/A 
5.399.900,00 

N/A N/A N/A N/A 99,97% N/A N/A 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah 

N/A N/A N/A N/A  
4.451.60 

0,00 

N/A N/A N/A N/A 
4.450.000,00 

N/A N/A N/A N/A 99,96% N/A N/A 

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

N/A N/A N/A N/A  

949.900, 

00 

N/A N/A N/A N/A 

949.900,00 

N/A N/A N/A N/A 100,00% N/A N/A 

Kegiatan 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

N/A N/A N/A N/A  
1.880.73 

7.965,00 

N/A N/A N/A N/A 
1.632.264.78 

6,00 

N/A N/A N/A N/A 86,79% N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN 

N/A N/A N/A N/A  

1.815.95 

5.465,00 

N/A N/A N/A N/A 
1.567.482.28 

6,00 

N/A N/A N/A N/A 86,32% N/A N/A 

Koordinasi dan 

penyusunan 

laporan 

keuangan akhir 

tahun SKPD 

N/A N/A N/A N/A  
350.000, 

00 

N/A N/A N/A N/A 
350.000,00 

N/A N/A N/A N/A 100,00% N/A N/A 

Pelaksanaan 

Penatausahaan 

dan 

Pengujian/Verifi 

kasi Keuangan 

SKPD 

N/A N/A N/A N/A  
64.432.5 

00,00 

N/A N/A N/A N/A 
64.432.500,0 

0 

N/A N/A N/A N/A 100,00% N/A N/A 

Kegiatan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah 

N/A N/A N/A N/A  
7.200.00 

0,00 

N/A N/A N/A N/A 
7.180.000,00 

N/A N/A N/A N/A 99,72% N/A N/A 

Pengadaan 

Pakaian Dinas 

beserta atribut 

kelengkapannya 

N/A N/A N/A N/A  
7.200.00 

0,00 

N/A N/A N/A N/A 
7.180.000,00 

N/A N/A N/A N/A 99,72% N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Kegiatan 

Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah 

N/A N/A N/A N/A  

86.786.0 

50,00 

N/A N/A N/A N/A 
84.667.912,0 

0 

N/A N/A N/A N/A 97,56% N/A N/A 

Penyediaan 

komponen 

Instalasi Listrik 

/penerangan 

bangunan 

kantor 

N/A N/A N/A N/A  
3.248.65 

0,00 

N/A N/A N/A N/A 
3.248.650,00 

N/A N/A N/A N/A 100,00% N/A N/A 

Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor 

N/A N/A N/A N/A  
15.246.4 

00,00 

N/A N/A N/A N/A 
15.246.400,0 

0 

N/A N/A N/A N/A 100,00% N/A N/A 

Penyediaan 

bahan logistik 

kantor 

N/A N/A N/A N/A  
33.900.0 

00,00 

N/A N/A N/A N/A 
32.053.000,0 

0 

N/A N/A N/A N/A 94,55% N/A N/A 

Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan 

N/A N/A N/A N/A  
3.500.00 

0,00 

N/A N/A N/A N/A 
3.500.000,00 

N/A N/A N/A N/A 100,00% N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Penyediaan 

bahan bacaan 

dan Peraturan 

Perundang- 

undangan 

N/A N/A N/A N/A  

2.352.00 

0,00 

N/A N/A N/A N/A 
2.275.000,00 

N/A N/A N/A N/A 96,73% N/A N/A 

Penyelenggaraan 

rapat koordinasi 

dan konsultasi 

SKPD 

N/A N/A N/A N/A  
28.539.0 

00,00 

N/A N/A N/A N/A 
28.344.862,0 

0 

N/A N/A N/A N/A 99,32% N/A N/A 

Kegiatan 

Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

N/A N/A N/A N/A  
281.546. 

818,00 

N/A N/A N/A N/A 
279.296.100, 

00 

N/A N/A N/A N/A 99,20% N/A N/A 

Pengadaan 

sarana dan 

prasarana 

gedung kantor 

atau bangunan 

lainnya 

N/A N/A N/A N/A  
181.809. 

100,00 

N/A N/A N/A N/A 
180.339.600, 

00 

N/A N/A N/A N/A 99,19% N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Pengadaan 

gedung kantor 

atau bangunan 

lainnya 

N/A N/A N/A N/A  

99.737.7 

18,00 

N/A N/A N/A N/A 
98.956.500,0 

0 

N/A N/A N/A N/A 99,22% N/A N/A 

Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

N/A N/A N/A N/A  
140.311. 

100,00 

N/A N/A N/A N/A 
137.655.605, 

00 

N/A N/A N/A N/A 98,11% N/A N/A 

Penyediaan jasa 

komunikasi, 

sumberdaya air 

dan listrik 

N/A N/A N/A N/A  
30.000.0 

00,00 

N/A N/A N/A N/A 
28.969.820,0 

0 

N/A N/A N/A N/A 96,57% N/A N/A 

Penyediaan jasa 

pelayanan 

umum kantor 

N/A N/A N/A N/A  
110.311. 

100,00 

N/A N/A N/A N/A 
108.685.785, 

00 

N/A N/A N/A N/A 98,53% N/A N/A 

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

N/A N/A N/A N/A  
72.788.0 

32,00 

N/A N/A N/A N/A 

69.635.300,0 
0 

N/A N/A N/A N/A 95,67% N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Penyediaan jasa 

pemeliharaan, 

biaya 

pemeliharaan, 

pajak dan 

perizinan 

kendaraan dinas 

operasional atau 

lapangan 

N/A N/A N/A N/A  

51.534.0 

82,00 

N/A N/A N/A N/A 
48.485.300,0 

0 

N/A N/A N/A N/A 94,08% N/A N/A 

Pemeliharaan/ 

rehabilitasi 

sarana dan 

prasarana 

Gedung kantor 

atau bangunan 

lainnya 

N/A N/A N/A N/A  
8.060.00 

0,00 

N/A N/A N/A N/A 
8.060.000,00 

N/A N/A N/A N/A 100,00% N/A N/A 

Pemeliharaan / 

Rehabilitasi 

gedung kantor 

dan bangunan 

lainnya 

N/A N/A N/A N/A  
13.193.9 

50,00 

N/A N/A N/A N/A 
13.090.000,0 

0 

N/A N/A N/A N/A 99,21% N/A N/A 

Program 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

dan Pelayanan 

Publik 

N/A N/A N/A N/A  
4.903.20 

0,00 

N/A N/A N/A N/A 
4.550.000,00 

N/A N/A N/A N/A 92,80% N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan 

yang Tidak 

dilaksanakan 

oleh Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah yang ada 

di Kecamatan 

N/A N/A N/A N/A  

4.903.20 

0,00 

N/A N/A N/A N/A 
4.550.000,00 

N/A N/A N/A N/A 92,80% N/A N/A 

Peningkatan 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Pelayanan 

kepada 

Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan 

N/A N/A N/A N/A  

4.903.20 

0,00 

N/A N/A N/A N/A 
4.550.000,00 

N/A N/A N/A N/A 92,80% N/A N/A 

Program 

Penyelenggaraa 

n Urusan 

Pemerintahan 

Umum 

N/A N/A N/A N/A  

77.179.6 

00,00 

N/A N/A N/A N/A 
76.915.000,0 

0 

N/A N/A N/A N/A 99,66% N/A N/A 

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Kegiatan 

Penyelenggaran 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum sesuai 

Penugasan 

Kepala Daerah 

N/A N/A N/A N/A  

77.179.6 

00,00 

N/A N/A N/A N/A 
76.915.000,0 

0 

N/A N/A N/A N/A 99,66% N/A N/A 

Pembinaan 

Persatuan dan 

Kesatuan 

Bangsa 

N/A N/A N/A N/A  
31.253.0 

00,00 

N/A N/A N/A N/A 
30.990.000,0 

0 

N/A N/A N/A N/A 99,16% N/A N/A 

Pelaksanaan 

Tugas Forum 

Koordinasi 

Pimpinan di 

Kecamatan 

N/A N/A N/A N/A  
45.926.6 

00,00 

N/A N/A N/A N/A 
45.925.000,0 

0 

N/A N/A N/A N/A 100,00% N/A N/A 

Program 

Koordinasi 

Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum 

N/A N/A N/A N/A  
11.056.4 

00,00 

N/A N/A N/A N/A 
11.050.000,0 

0 

N/A N/A N/A N/A 99,94% N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Kegiatan 

Koordinasi 

Penerapan dan 

Penegakan 

Peraturan 

Daerah dan 

Peraturan 

Kepala Daerah 

N/A N/A N/A N/A  

11.056.4 

00,00 

N/A N/A N/A N/A 
11.050.000,0 

0 

N/A N/A N/A N/A 99,94% N/A N/A 

Koordinasi/ 

Sinergi dengan 

Perangkat 

Daerah yang 

Tugas dan 

Fungsinya di 

Bidang 

Penegakan 

Peraturan 

Perundang- 

Undangan 

dan/atau 

Kepolisian 

Negara Republik 

Indonesia 

N/A N/A N/A N/A  
11.056.4 

00,00 

N/A N/A N/A N/A 
11.050.000,0 

0 

N/A N/A N/A N/A 99,94% N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Program 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa 

N/A N/A N/A N/A  

5.478.20 

0,00 

N/A N/A N/A N/A 
5.465.000,00 

N/A N/A N/A N/A 99,76% N/A N/A 

Kegiatan 

Fasilitasi, 

Rekomendasi 

dan Koordinasi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa 

N/A N/A N/A N/A  
5.478.20 

0,00 

N/A N/A N/A N/A 
5.465.000,00 

N/A N/A N/A N/A 99,76% N/A N/A 

Fasilitasi 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

dan 

Pendayagunaan 

Aset Desa 

N/A N/A N/A N/A  
5.478.20 

0,00 

N/A N/A N/A N/A 
5.465.000,00 

N/A N/A N/A N/A 99,76% N/A N/A 

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa dan 

Kelurahan 

N/A N/A N/A N/A  
33.258.0 

00,00 

N/A N/A N/A N/A 
33.245.000,0 

0 

N/A N/A N/A N/A 99,96% N/A N/A 
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Uraian ***) 

 

Anggaran pada Tahun ke- 

 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata 
Pertumbuh 

an 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 (2020) 
2 

(2021) 
3 (2022) 4 (2023) 

5 
(2024) 

1 
(2020) 

2 
(2021) 

3 
(2022) 

4 
(2023) 

5 
(2024) 

Angg 
aran 

Real 
isasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

Kegiatan 

Koordinasi 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Desa 

N/A N/A N/A N/A  

33.258.0 

00,00 

N/A N/A N/A N/A 
33.245.000,0 

0 

N/A N/A N/A N/A 99,96% N/A N/A 

Peningkatan 

Efektifitas 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan 

N/A N/A N/A N/A  
16.528.2 

00,00 

N/A N/A N/A N/A 
16.525.000,0 

0 

N/A N/A N/A N/A 99,98% N/A N/A 

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat 

dalam Forum 

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan di 

Desa 

N/A N/A N/A N/A  

16.729.8 

00,00 

N/A N/A N/A N/A 

16.720.000,0 
0 

N/A N/A N/A N/A 99,94% N/A N/A 
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Berdasarkan tabel 2.7 evaluasi terhadap rasio antara realisasi dan 

anggaran menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan pendanaan 

pelayanan di Kecamatan Megaluh pada beberapa tahun terakhir tergolong 

baik. Hal ini tercermin dari rasio realisasi terhadap anggaran yang 

mendekati atau mencapai 100% di berbagai program dan sub kegiatan, baik 

pada tahun anggaran 2020, 2021, 2022, 2023 maupun 2024. 

Pada tahun 2023 misalnya, beberapa program menunjukkan rasio 

realisasi yang sangat tinggi, bahkan mendekati sempurna. Program 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program 

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Koordinasi 

Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Kelurahan semua mencapai rasio 90% hingga 100%, dengan rata-rata 

94,28%. Hal ini menandakan bahwa perencanaan keuangan pada tahun 

tersebut disusun secara realistis dan diikuti oleh pelaksanaan kegiatan 

yang disiplin dan tepat sasaran. 

Hal yang serupa juga dapat dilihat pada tahun 2024, di mana 

sebagian besar program mencatatkan rasio realisasi anggaran antara 89% 

hingga 100%, seperti pada penyusunan dokumen perencanaan perangkat 

daerah (99,96%), administrasi kepegawaian perangkat daerah (99,72%), 

administrasi umum perangkat daerah (97,56%), pengadaan barang milik 

daerah (99,20%), penyediaan jasa penunjang (98,11%), dan pemeliharaan 

barang milik daerah (95,67%). Kinerja ini menunjukkan bahwa sistem 

penganggaran dan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara 

terintegrasi dan terkendali, menunjukkan kedewasaan manajerial dalam 

pengelolaan keuangan perangkat daerah. 

Namun demikian, terdapat beberapa tahun dan sub kegiatan yang 

menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang kurang optimal, 

khususnya pada tahun 2021 dan 2022. Misalnya, pada kegiatan 

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat di tahun 2022, 

terdapat pertumbuhan anggaran yang cendurung menurun bahkan ada 

yang -78,08 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 
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Perangkat Daerah. Fenomena ini secara kuat berkaitan dengan dampak 

sistemik pandemi COVID-19 yang terjadi secara nasional selama kurun 

waktu tersebut. Pada tahun 2021 dan sebagian besar tahun 2022, 

Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Jombang 

menghadapi kebijakan refocusing anggaran, yaitu pemotongan dan 

pengalihan anggaran belanja rutin dan pembangunan ke dalam pos-pos 

darurat seperti belanja kesehatan, bantuan sosial, penanganan dampak 

ekonomi, dan penguatan ketahanan pangan. Akibatnya, banyak kegiatan 

perangkat daerah yang ditunda, dipangkas, atau bahkan dibatalkan, 

terutama yang bersifat administratif, seremonial, pengadaan fisik ringan, 

dan kegiatan tatap muka seperti rapat koordinasi atau bimtek. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan 

pendanaan pelayanan dapat dianalisis sebagai berikut: 

1. Prosedur dan mekanisme Penganggaran 

Perangkat Daerah yang memiliki mekanisme perencanaan anggaran yang 

matang dan berbasis kebutuhan riil di lapangan cenderung mampu 

mencapai realisasi anggaran yang tinggi. Proses SIPD yang terstandar juga 

mendukung transparansi dan integrasi antara dokumen perencanaan dan 

penganggaran. 

2. Jumlah dan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) 

Unit kerja yang memiliki staf keuangan dan perencana yang kompeten 

cenderung mampu menyusun perencanaan anggaran yang presisi, 

menyusun DPA dengan baik, serta melakukan pelaporan yang tertib. 

Sebaliknya, sub kegiatan yang berada di bawah kendali unit kerja yang 

kekurangan SDM atau memiliki beban kerja tinggi berisiko mengalami 

keterlambatan dan ketidaksesuaian realisasi anggaran. 

3. Kesesuaian antara Progres Fisik dan Keuangan 

Dalam banyak kasus, pelaksanaan kegiatan secara fisik yang terlambat 

juga akan menyebabkan serapan anggaran rendah. Keterlambatan 

pelaksanaan kegiatan, baik karena faktor eksternal seperti vendor, 

maupun internal seperti proses administrasi, akan menyebabkan belanja 

tidak terserap secara optimal. 
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4. Kebijakan Refocusing dan Perubahan Alokasi Anggaran 

Pada tahun 2021 dan 2022 terdapat kebijakan penyesuaian anggaran 

karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan pengurangan kegiatan 

nonprioritas. Ini dapat menjelaskan mengapa pada tahun-tahun tersebut 

banyak program dengan rasio realisasi yang sangat rendah. 

5. Tingkat Prioritas Program 

Kegiatan yang sifatnya rutin dan langsung mendukung pelayanan publik 

seperti gaji ASN, logistik perkantoran, hingga kegiatan koordinasi 

Forkopimcam cenderung mendapatkan realisasi tinggi. Sebaliknya, 

kegiatan yang bersifat administratif atau tambahan sering kali menjadi 

objek efisiensi. 

 
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Megaluh mencerminkan 

keberagaman faktor yang secara langsung maupun tidak langsung 

memperoleh manfaat dari pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di 

tingkat kecamatan. Kelompok ini secara garis besar terdiri dari Pemerintah 

Desa, masyarakat umum, dan lembaga/instansi kewilayahan, yang masing- 

masing memiliki karakteristik kebutuhan layanan yang berbeda-beda, 

namun saling berkaitan dalam kerangka pelayanan publik dan tata kelola 

wilayah. 

Pemerintah Desa merupakan kelompok sasaran utama dan 

strategis dari layanan Kecamatan. Hal ini disebabkan karena kecamatan 

memiliki mandat sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam 

melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks ini, Kecamatan 

Megaluh memberikan pelayanan berupa fasilitasi perencanaan 

pembangunan desa, penilaian dan pengesahan dokumen peraturan desa, 

pendampingan pelaksanaan musyawarah desa, pembinaan kelembagaan 

desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pelaporan 

pertanggungjawaban pemerintahan desa. Selain itu, kecamatan juga 

berperan sebagai penghubung antara desa dengan perangkat daerah teknis 
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di kabupaten, misalnya dalam fasilitasi program Dana Desa, bantuan 

keuangan khusus, maupun intervensi program nasional. 

Masyarakat umum merupakan penerima langsung dari berbagai 

bentuk layanan publik yang diselenggarakan kecamatan, baik yang bersifat 

administratif maupun fasilitatif. Melalui unit Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN), masyarakat memperoleh layanan dokumen 

kependudukan seperti surat pindah, pengantar KTP, kartu keluarga, 

legalisasi dokumen, serta surat keterangan umum yang dibutuhkan dalam 

urusan sosial dan ekonomi. Selain itu, masyarakat juga menjadi sasaran 

kegiatan fasilitasi pembangunan kewilayahan seperti sosialisasi ketertiban 

umum, penyuluhan hukum, penyampaian informasi kebijakan daerah, 

serta penanganan konflik sosial. Kecamatan juga berperan sebagai ruang 

aspirasi dan aduan masyarakat atas dinamika pelayanan publik maupun 

kehidupan sosial di desa. 

Lembaga atau instansi kewilayahan, seperti TNI/Polri, Koramil, 

Polsek, Puskesmas, KUA, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, 

juga menjadi kelompok sasaran layanan Kecamatan dalam konteks 

koordinasi lintas sektor. Kecamatan Megaluh melalui Forum Koordinasi 

Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) berperan memfasilitasi sinergi lintas 

kelembagaan untuk menciptakan ketertiban umum, penanganan kejadian 

bencana, peringatan dini konflik, serta dukungan operasional pelaksanaan 

program sektoral di wilayah kecamatan. Kehadiran lembaga-lembaga ini 

sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan efektivitas pelayanan 

lintas bidang, sehingga koordinasi reguler dan fasilitasi kerja sama menjadi 

bagian dari fungsi pelayanan Kecamatan yang menyasar kelompok ini. 

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Megaluh Tahun 

2025–2029, dilakukan penelaahan dan analisis terhadap dokumen 

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Renstra 

Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. Analisis ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa arah kebijakan dan program pelayanan Kecamatan 

Megaluh selaras dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional 

maupun kebijakan pembangunan daerah kabupaten secara keseluruhan. 
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Penelaahan terhadap dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri 

menunjukkan bahwa dalam periode 2025–2029, Kemendagri mengarahkan 

Pemerintah Daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah 

yang adaptif, efisien, dan berbasis data. Fokus utamanya meliputi: 

penguatan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas 

pemerintahan kewilayahan (termasuk kecamatan), serta penguatan 

reformasi birokrasi dan manajemen kinerja berbasis outcome. Dalam 

konteks ini, Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berada pada level 

paling dekat dengan masyarakat diarahkan untuk menjadi garda terdepan 

pelayanan yang cepat, sederhana, dan menjangkau hingga tingkat desa. 

Lebih lanjut, dalam Renstra Kementerian Desa PDTT, arah 

kebijakan difokuskan pada peningkatan kapasitas desa, pemberdayaan 

masyarakat desa, dan fasilitasi pembangunan berbasis potensi lokal. Bagi 

Kecamatan Megaluh, arah kebijakan ini relevan karena peran Kecamatan 

sangat erat dalam hal pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pemerintahan 

desa, termasuk dalam pengelolaan dana desa dan sinergi program 

pembangunan antara Desa dan Kabupaten. 

Analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jombang 

Tahun 2025–2029, khususnya Bappeda, Dinas PMD, Disdukcapil, dan 

Satpol PP, menunjukkan adanya keterkaitan erat dengan mandat dan 

fungsi pelayanan Kecamatan Megaluh. Bappeda Kabupaten Jombang 

mengarahkan perangkat daerah untuk berorientasi pada penguatan sistem 

perencanaan yang partisipatif dan berbasis data wilayah. Kecamatan 

sebagai unit yang menjangkau langsung desa-desa menjadi pelaksana 

utama dalam pengumpulan data perencanaan, validasi usulan masyarakat, 

serta fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa dan 

kecamatan. 

Sementara itu, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(DPMD) Kabupaten Jombang memprioritaskan penguatan kapasitas 

lembaga kemasyarakatan desa, percepatan pelayanan publik berbasis 

teknologi, serta peningkatan kualitas koordinasi antar wilayah. Fungsi ini 

selaras dengan tugas Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan  pemerintahan  desa,  sehingga  menjadi  dasar kuat  bagi 
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Kecamatan Megaluh untuk mengembangkan layanan pembinaan 

kelembagaan desa, pelatihan pemerintahan, serta fasilitasi penyelesaian 

permasalahan antardesa. 

Dalam Renstra Disdukcapil, fokus layanan diarahkan pada 

percepatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital dan 

integrasi data kependudukan daerah. Kecamatan Megaluh, yang 

menjalankan pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan), menjadi perpanjangan tangan kabupaten dalam pelayanan 

dokumen kependudukan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan 

kapasitas layanan PATEN menjadi agenda penting dalam Renstra 

Kecamatan. 

Kemudian dari sisi ketentraman dan ketertiban, Renstra Satpol PP 

menggaris bawahi pentingnya peran kecamatan dalam menjaga ketertiban 

umum, deteksi dini konflik sosial, serta koordinasi keamanan lingkungan 

bersama Forkopimcam. Hal ini memperkuat posisi Kecamatan Megaluh 

sebagai simpul koordinasi yang menghubungkan TNI/Polri, tokoh 

masyarakat, dan perangkat desa dalam membangun stabilitas sosial di 

tingkat wilayah. 

Dari keseluruhan hasil telaahan terhadap dokumen Renstra K/L 

dan Renstra PD Kabupaten Jombang tersebut, diperoleh gambaran bahwa 

tantangan pelayanan Kecamatan Megaluh ke depan akan semakin 

kompleks. Kecamatan tidak lagi hanya sebagai penghubung administrasi 

antara desa dan kabupaten, melainkan juga dituntut menjadi penggerak 

layanan berbasis masyarakat, fasilitator reformasi birokrasi di lini depan, 

dan koordinator pembangunan kewilayahan. Peluang besar juga terbuka, 

antara lain melalui: 

• Dukungan terhadap program digitalisasi pelayanan publik di tingkat 

kecamatan, 

• Konektivitas dengan sistem informasi kependudukan daerah, 

• Integrasi program pemberdayaan masyarakat melalui dana desa dan 

kegiatan lintas sektor, 

• Perluasan pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan 

melalui forum musyawarah kecamatan. 
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Dengan memahami arah kebijakan dan prioritas dari Renstra K/L 

dan Renstra PD Kabupaten Jombang, Kecamatan Megaluh dapat 

menyusun strategi pelayanan yang lebih responsif, berbasis wilayah, dan 

selaras dengan arah pembangunan nasional dan daerah secara simultan. 

Kecamatan Megaluh berada di bagian barat Kabupaten Jombang 

dan memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga antara Kabupaten 

Jombang dengan Kabupaten Nganjuk. 

Berdasarkan RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2021–2041, 

Kecamatan Megaluh merupakan salah satu kawasan strategis yang 

diarahkan sebagai : 

1. Kawasan Budidaya 

➢ Pertanian lahan basah dan lahan kering menjadi fungsi utama, 

mengingat sebagian besar wilayah Kecamatan Megaluh merupakan 

sawah dan tegalan. 

➢ Terdapat dukungan untuk pengembangan hortikultural dan 

tanaman pangan. 

➢ Penataan kawasan pemukiman skala kecil di desa-desa. 

2. Kawasan Lindung 

➢ Daerah dengan dekat dengan aliran sungai diarahkan sebagai 

kawasan lindung sempedan sungai. 

➢ Upaya konservasi tanah dan air diprioritaskan di beberapa titik yang 

rawan erosi. 

3. Infrastruktur dan Konektivitas 

➢ Kecamatan Megaluh menghubungkan Kabupaten Jombang dan 

Kabupaten Nganjuk. 

➢ Aksesibilitas antar Desa masih terbatas, terutama pada waktu 

malam hari, karena kurangnya lampu penerangan jalan. 

➢ Kualitas infrastruktur irigasi masih perlu ditingkatkan untuk 

mendukung ketahanan pertanian. 
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4. Potensi ekonomi dan pengembangan wilayah 

➢ Potensi unggulan adalah sektor pertanian, termasuk hasil bumi dan 

ternak. 

➢ Terdapat potensi pengembangan industri kecil rumah tangga dan 

agrowisata berbasis pedesaan 

➢ Diperlukan penguatan kelembagaan desa dan petani untuk 

meningkatkan produktivitas dan daya saing 

5. Dukungan terhadap kebijakan pengembangan wilayah 

➢ Kecamatan Megaluh mendukung kebijakan pemerataan 

pembangunan di wilayah barat Jombang yang relatif tertinggal 

dibandingkan wilayah selatan. 

➢ Penguatan fungsi pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan pasar 

desa) menjadi bagian dari strategi pembangunan. 

Sementara itu, hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 menyoroti beberapa isu 

strategis lingkungan yang memiliki keterkaitan erat dengan pelayanan 

kecamatan. Salah satunya peningkatan pengelolaan persampahan dan 

pencemaran. Isu ini dirumuskan dari integrasi isu strategis masukan 

stakeholders, yaitu belum optimalnya pengelolaan persampahan dan 

peningkatan ancaman pencemaran akibat aktivitas domestik, industri dan 

perkotaan, dengan isu dari capaian TPB Kabupaten Jombang yang terkait 

dengan kualitas air sungai sebagai sumber air baku yang menurun, 

termasuk karena pencemaran yang berdampak pada risiko konflik sosial, 

degradasi sumber daya air, serta ketimpangan akses terhadap layanan 

dasar di desa-desa yang masuk dalam zona transisi agraris-industri. Di sisi 

lain, KLHS juga menekankan pentingnya keadilan spasial dan penguatan 

kapasitas kelembagaan lokal untuk menjaga kualitas lingkungan dan sosial 

masyarakat. 

Implikasi dari dua dokumen strategis ini terhadap penyusunan 

Renstra Kecamatan Megaluh menunjukkan bahwa tantangan utama dalam 

lima tahun ke depan adalah meningkatnya kompleksitas tata kelola 

kewilayahan, terutama dalam pengelolaan pertumbuhan penduduk, 

layanan kependudukan dan sosial, serta penguatan kapasitas koordinasi 
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antar instansi. Kecamatan dituntut untuk menyediakan pelayanan yang 

lebih cepat, adaptif, berbasis data spasial, dan menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat, termasuk kelompok rentan di desa-desa padat dan wilayah 

perbatasan. 

Sebaliknya, terdapat pula peluang strategis yang dapat 

dimanfaatkan, antara lain: 

• Penguatan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi lintas desa 

dalam pengendalian pembangunan berbasis ruang, 

• Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan 

administrasi terpadu (PATEN), 

• Pengembangan model pelayanan berbasis komunitas dan partisipatif di 

desa-desa dengan dinamika sosial tinggi, 

• Integrasi program pelayanan dengan agenda ketahanan sosial- 

lingkungan seperti mitigasi konflik lahan, edukasi lingkungan, dan 

pengelolaan bencana skala lokal. 

Berdasarkan hasil kajian tersebut, jenis pelayanan yang perlu 

diperkuat antara lain: 

• Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (KTP, KK, 

dan surat pindah); 

• Layanan fasilitasi pembangunan desa (pengawasan kegiatan fisik, 

pembinaan BPD, musyawarah desa); 

• Pelayanan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban (penanganan konflik 

sosial, pengawasan hiburan, mediasi masyarakat); 

• Koordinasi pembangunan lintas sektor (rapat Forkopimcam, 

pemantauan kegiatan OPD di wilayah kecamatan); 

• Pelayanan penanganan bencana dan lingkungan (sosialisasi 

kesiapsiagaan bencana, pemantauan dampak pembangunan). 

Adapun perkiraan besaran kebutuhan pelayanan menunjukkan 

adanya kecenderungan peningkatan permintaan pelayanan publik sebesar 

10–15% per tahun, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perluasan 

kawasan permukiman dan industri. Hal ini terlihat dari tren kenaikan 
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permohonan administrasi kependudukan, jumlah pengaduan masyarakat, 

dan permintaan fasilitasi pembangunan desa yang dilaporkan dalam lima 

tahun terakhir. 

Sementara itu, arah lokasi pengembangan pelayanan perlu 

difokuskan pada: 

• Wilayah dengan konsentrasi penduduk tinggi, seperti Desa Balongsari 

dan Desa Sidomulyo. 

• Zona pertumbuhan ekonomi baru, di mana dibutuhkan percepatan 

pelayanan administratif dan koordinasi lintas instansi. 

Dengan demikian, melalui telaahan terhadap RTRW dan KLHS, 

Kecamatan Megaluh dapat menyusun strategi pelayanan yang lebih tepat 

sasaran, berbasis spasial, dan proaktif terhadap tantangan lingkungan dan 

sosial yang dinamis. Strategi ini penting untuk memastikan bahwa 

pelayanan publik di Kecamatan Megaluh tidak hanya menjangkau seluruh 

lapisan masyarakat, tetapi juga mendukung terwujudnya pembangunan 

wilayah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. 

 
2.1.4.1 Mitra Perangkat Daerah 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan 

Megaluh tidak bekerja secara mandiri, melainkan menjalin 

kemitraan yang erat dengan berbagai pihak, baik dari unsur 

internal pemerintahan daerah, lembaga vertikal, pemerintahan 

desa, hingga masyarakat sipil. Mitra utama Kecamatan dalam 

pemberian pelayanan meliputi Perangkat Daerah teknis lingkup 

Pemerintah Kabupaten Jombang, seperti Bappeda, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, 

Dinas Kesehatan, BPBD dan Satpol PP. Kemitraan ini diwujudkan 

dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat 

lintas urusan, seperti fasilitasi perencanaan pembangunan, 

pembinaan   pemerintahan   desa,   pelayanan   administrasi 
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kependudukan, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban 

umum. Peran Bappeda penting dalam mendukung perencanaan 

berbasis data wilayah, DPMD dan Disdukcapil dalam pembinaan 

desa dan layanan kependudukan melalui unit PATEN Kecamatan, 

serta Satpol PP dan BPBD dalam penanganan gangguan ketertiban 

dan bencana. 

Selain itu, Kecamatan Megaluh juga bermitra dengan 

lembaga vertikal dan unsur Forkopimcam, antara lain Polsek, 

Koramil, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Puskesmas. Lembaga- 

lembaga ini mendukung Kecamatan dalam menjaga stabilitas 

keamanan, menyelesaikan konflik sosial, melayani kebutuhan 

dasar masyarakat seperti kesehatan dan pembinaan keluarga, 

serta menjalankan protokol kewilayahan dalam penanganan 

darurat. Polsek dan Koramil berperan strategis dalam pencegahan 

gangguan kamtibmas, sedangkan Puskesmas menjadi garda depan 

layanan kesehatan berbasis masyarakat. 

Mitra lainnya adalah seluruh Pemerintah Desa di wilayah 

Kecamatan Megaluh yang terdiri dari 13 desa, berikut Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), yang menjadi mitra langsung dalam 

pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan kecamatan 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kerja sama ini 

mencakup musyawarah perencanaan pembangunan desa dan 

kecamatan, fasilitasi pengesahan Perdes, serta pendampingan 

dalam pelaksanaan kegiatan desa. Kecamatan juga bekerja sama 

dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga lokal seperti LPM, 

Karang Taruna, PKK, RT/RW, serta kelompok pemuda dan 

keagamaan dalam menyukseskan kegiatan sosial kemasyarakatan 

dan mendorong partisipasi warga dalam pelayanan publik. 

Dengan demikian, keberhasilan pelayanan publik di 

Kecamatan Megaluh sangat bergantung pada kekuatan sinergi dan 

koordinasi dengan para mitra tersebut. Melalui kemitraan yang 

harmonis, Kecamatan dapat menjalankan fungsinya sebagai 

simpul  koordinasi  pemerintahan  wilayah  yang  mampu 

menjangkau masyarakat secara menyeluruh dan adaptif terhadap 

dinamika lokal. 
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2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 

Seiring dengan perkembangan kebijakan yang terjadi pada tahun 

2016 dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, serta sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 

bahwa Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang wajib 

menyusun dokumen perencanaan melalui proses perencanaan yang 

memadukan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif serta bottom up 

dan top down. 

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Megaluh 

selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang 

ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi, 

yaitu: 

Tabel 2.8 

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan 

Sasaran Pembangunan Daerah 

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

(1) (2) (3) (4) 

1. Rendahnya 

kapasitas 

aparatur desa 

Lemahnya pemahaman 

aparatur desa terhadap 

tata kelola 

pemerintahan 

desa/kelurahan 

Minimnya pelatihan, 

pendampingan, dan 

pembinaan teknis terkait 

regulasi dan administrasi 

desa 

2. Terbatasnya 

kualitas SDM 

kecamatan 

Terbatasnya kualitas 

dan kuantitas SDM di 

Kecamatan 

Belum optimalnya 

pengembangan 

kompetensi aparatur 

3. Kurangnya sarana 

dan prasarana 

kerja kecamatan 

Belum terpenuhinya 

sarana dan prasarana 

yang menunjang kinerja 

kecamatan 

Terbatasnya anggaran 

pengadaan dan 

pemeliharaan fasilitas 
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

(1) (2) (3) (4) 

4. Rendahnya 

kualitas 

pelayanan publik 

Meningkatnya tuntutan 

masyarakat terhadap 

kualitas pelayanan 

publik 

Kurangnya inovasi 

layanan, keterbatasan 

SDM pelayanan, dan 

belum maksimalnya 

pemanfaatan teknologi 

informasi 

5. Belum 

terintegrasinya 

sistem informasi 

wilayah 

Belum ada sistem 

informasi yang 

terintegrasi pada tingkat 

kecamatan ke desa 

Belum tersedia platform 

data bersama, kurangnya 

infrastruktur jaringan 

dan belum ada kebijakan 

integrasi sistem 

6. Lemahnya 

pemberdayaan 

kelembagaan desa 

Kurangnya pembinaan 

Desa terhadap Badan 

Usaha dan Lembaga 

Pemberdayaan Desa 

sehingga kurang 

berkembang dan tidak 

dapat berjalan 

sebagaimana fungsinya 

Minimnya peran 

kecamatan dalam 

pendampingan 

kelembagaan desa dan 

belum ada sinergi 

program pemberdayaan 

lintas sektor 

 

2.2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 

Kecamatan Megaluh merupakan bagian dari sistem pemerintahan 

daerah yang menjalankan tugas atas pelimpahan sebagian urusan 

pemerintahan umum dari Bupati. Tugas tersebut mencakup pelayanan 

publik, administratif, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan lintas 

sektor, fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks 

RPJMD Kabupaten Jombang 2025–2029, tugas tersebut sangat relevan 

dengan visi daerah: ”Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk 

Semua”. 

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih 

dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, Kecamatan 

Megaluh secara spesifik dan dominan berkontribusi terhadap Misi ke-5, 
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”Menghadirkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka 

dan Kolaboratif”. 

Pelaksanaan Misi ke-5 tercermin dalam pelaksanaan tugas 

Kecamatan seperti: 

• Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) yang diarahkan menjadi layanan publik yang akuntabel, 

cepat, dan transparan. 

• Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan 

pembangunan desa dan kecamatan (Musrenbang), sebagai bagian 

dari proses perencanaan partisipatif dan akuntabel. 

• Pelaksanaan fungsi koordinasi antar instansi kewilayahan melalui 

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), untuk 

menjaga sinergi program dan respons terhadap isu-isu wilayah. 

• Penguatan kapasitas pemerintahan desa melalui pembinaan 

regulatif, pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan 

penganggaran desa, serta pembinaan lembaga kemasyarakatan 

desa (BPD, LPM, RT/RW). 

• Penyebarluasan informasi publik dan fasilitasi aspirasi masyarakat 

sebagai bagian dari implementasi pemerintahan yang terbuka. 

Dengan kata lain, Kecamatan Megaluh memiliki tanggung jawab 

strategis dalam menjamin bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) dapat hadir hingga ke level paling bawah, yaitu 

desa dan masyarakat. Peran kecamatan sebagai simpul koordinasi 

pemerintahan kewilayahan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya 

Kepala Daerah untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, adaptif, dan 

partisipatif. 

Dalam rangka mewujudkan Misi ke-5 Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, yaitu 

”Menghadirkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka 

dan Kolaboratif”, terdapat sejumlah faktor pendorong dan penghambat 

yang secara langsung mempengaruhi kinerja pelayanan Perangkat Daerah 

Kecamatan  Megaluh.  Faktor-faktor  tersebut  menjadi  kunci  dalam 

mengidentifikasi tantangan dan potensi strategis dalam pelaksanaan fungsi 

pelayanan publik dan koordinasi kewilayahan ke depan. 
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1. Faktor Pendorong 

• Tersedianya program pelatihan teknis dan pengembangan 

kapasitas aparatur dari perangkat daerah teknis (BKPSDM, 

DPMD). 

• Kesadaran Pemerintah Daerah untuk mendorong percepatan 

digitalisasi pelayanan publik hingga tingkat kecamatan dan desa. 

• Potensi ekonomi desa yang beragam dan dapat dikembangkan 

secara kolaboratif oleh lembaga desa. 

• Dukungan dari unsur Forkopimcam, tokoh masyarakat, dan 

lembaga pendidikan terhadap kegiatan pembinaan ideologi dan 

bela negara. 

 

2. Faktor Penghambat 

• Belum meratanya akses terhadap pelatihan atau bimbingan teknis 

yang bersifat praktis dan berkelanjutan. 

• Masih terdapat fasilitas pelayanan di kecamatan yang belum 

memenuhi standar pelayanan minimal, seperti jaringan internet, 

ruang pelayanan ramah disabilitas dan perlengkapan digital. 

• Masih rendahnya kapasitas manajerial dan kewirausahaan 

pengelola BUMDesa/BUMDesma. 

• Menurunnya tingkat keterlibatan generasi muda dalam kegiatan 

sosial kemasyarakatan berbasis nilai kebangsaan. 

 

2.2.3 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis. 

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2021– 

2041, Kecamatan Megaluh merupakan salah satu kawasan strategis yang 

diarahkan sebagai kawasan penyangga pertanian sekaligus kawasan 

lindung konservasi tanah dan air. Kecamatan ini dilalui jaringan jalan yang 

menghubungkan kawasan produksi pertanian Kabupaten Jombang dan
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Kabupaten Nganjuk. Hal ini menjadikan Kecamatan Megaluh memiliki 

posisi strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah khususnya 

yang berbasis agribisnis, UMKM, dan pelayanan dasar. Selain itu, pola 

ruang dalam RTRW juga mengidentifikasi sejumlah desa di Megaluh sebagai 

wilayah yang masih tertinggal dan perlu perbaikan infrastruktur jalan dan 

irigasi pertanian. 

Sementara itu, dari telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025–2029, menyoroti tantangan seperti 

penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi 

pencemaran air tanah, dan ketimpangan dalam akses terhadap air bersih 

dan sanitasi. Di sisi lain, wilayah ini juga memiliki potensi dalam 

pengembangan pendekatan pembangunan berkelanjutan melalui edukasi 

masyarakat, penguatan kapasitas desa dalam mitigasi risiko lingkungan, 

serta peningkatan koordinasi antar instansi dalam pengendalian dampak 

lingkungan. Oleh karena itu, perencanaan pelayanan publik di Kecamatan 

Megaluh perlu mempertimbangkan konteks ekologis dan kerentanan 

lingkungan, agar pelayanan yang diberikan tidak hanya merata, tetapi juga 

berkelanjutan secara spasial dan sosial. 

Berikut adalah faktor-faktor penghambat dan pendorong dari 

pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan 

Perangkat Daerah: 

1. Faktor Pendorong 

 

• Adanya penetapan Kecamatan Megaluh sebagai kawasan 

penyangga pertanian pada RTRW Kabupaten Jombang. 

• Ketersediaan infrastruktur dasar wilayah (jalan utama, 

konektivitas antardesa) yang mendukung akses dan distribusi 

pelayanan publik. 

• Arahan penggunaan ruang yang jelas dalam RTRW, sehingga 

mempermudah penentuan prioritas lokasi pelayanan dan 

penataan wilayah. 

• Dukungan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam KLHS, 

yang mendorong pelayanan berbasis kelestarian lingkungan dan 

mitigasi risiko. 
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• Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

pengelolaan lingkungan hidup, membuka peluang partisipasi 

dalam layanan berbasis edukasi lingkungan. 

• Potensi penguatan kolaborasi antar-instansi wilayah (kecamatan, 

desa, OPD teknis, masyarakat) dalam pemantauan ruang dan 

kualitas lingkungan. 

2. Faktor Penghambat 

 

• Ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan pemanfaatan 

ruang aktual, terutama akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi 

permukiman/industri. 

• Tingginya tekanan lingkungan seperti pencemaran air, penurunan 

kualitas tanah, dan konversi lahan produktif di desa-desa padat 

aktivitas. 

• Keterbatasan fasilitas pelayanan dasar lingkungan, seperti 

sanitasi, pengelolaan air bersih, dan sistem drainase, terutama di 

zona pertumbuhan baru. 

• Belum optimalnya kapasitas kelembagaan desa dan kecamatan 

dalam pemantauan dampak pemanfaatan ruang dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

• Minimnya integrasi data spasial dan ekologis dalam perencanaan 

pelayanan publik, yang menyulitkan alokasi layanan berbasis 

risiko dan kebutuhan aktual. 

• Kurangnya sistem pengawasan dan penegakan aturan tata ruang 

di tingkat lokal, yang melemahkan efektivitas pelayanan berbasis 

tata ruang berkelanjutan. 

2.2.4 Isu Strategis 

 

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi 

masalah maupun menjadi peluang atau tantangan suatu daerah di masa 

datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Isu strategis juga 

dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika 

dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang 
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signifikan. Dalam pembangunan daerah, isu strategis dapat berasal dari 

permasalahan-permasalahan (isu) internal pembangunan daerah maupun 

isu eksternal. Isu internal permasalahan pembangunan yang telah 

teridentifikasi sebelumnya merupakan isu dari hasil evaluasi kinerja atau 

Gambaran Umum Kondisi Kecamatan Megaluh pada periode sebelumnya 

(2018-2023). Isu strategis Kecamatan Megaluh adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.9 

Tehnik Menyimpulkan Isu Strategis PD 
 

POTENSI 

DAERAH 

YANG 
MENJADI 

KEWENANG 

AN 
PERANGKAT 

DAERAH 

 

 

PERMASALAHAN 
PERANGKAT 

DAERAH 

ISU KLHS 

YANG 

RELEVAN 

DENGAN 
PERANG 

KAT 

DAERAH 

ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG 

RELEVAN DENGAN PERANGKAT 

DAERAH 

 

 

ISU 
STRATEGIS 

PERANGKAT 

DAERAH  

GLOBAL 

 

NASIONAL 

 

REGIONAL 

Sarana dan 

Prasarana 

Pelayanan 

Publik 

Lemahnya 

pemahaman 

aparatur desa 
terhadap tata 

kelola 
pemerintahan 
desa/kelurahan 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Peningkat 
an 

kualitas 

Sumber 

Daya 
Manusia 

    

 

Peningkatan 
kualitas SDM di 

tingkat 

kecamatan dan 

desa/kelurahan 
 Terbatasnya 

kualitas dan 

kuantitas SDM di 
Kecamatan 

   

 Belum 

tepenuhinya 

sarana dan 
prasarana yang 

menunjang kinerja 
kecamatan 

 

 

 

Kemiskinan 
dan 

Stunting 

  

 

 

 

Kemiskinan 

perdesaan 

 

 

 

 

Peningkatan 
kualitas 

Sarana dan 

Prasarana 
Pelayanan 

Publik 

 Meningkatnya 

tuntutan 
masyarakat 

terhadap kualitas 
pelayanan publik. 

 

 Belum ada sistem 

informasi yang 

terintegrasi pada 

tingkat kecamatan 
ke desa 
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POTENSI 

DAERAH 

YANG 
MENJADI 

KEWENANG 

AN 
PERANGKAT 

DAERAH 

 

 

PERMASALAHAN 
PERANGKAT 

DAERAH 

ISU KLHS 
YANG 

RELEVAN 

DENGAN 
PERANG 

KAT 

DAERAH 

ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG 
RELEVAN DENGAN PERANGKAT 

DAERAH 

 

 

ISU 

STRATEGIS 
PERANGKAT 

DAERAH  

GLOBAL 

 

NASIONAL 

 

REGIONAL 

 Kurangnya 

pembinaan Desa 

terhadap Badan 
Usaha dan 

Lembaga 

Pemberdayaan 
Desa sehingga 

kurang 

berkembang dan 
tidak dapat 

berjalan 

sebagaimana 
fungsinya 

  

 

 
 

 

Kemiskinan 
dan 

Stunting 

 

 

 

Kurang 
berkembang 

nya 

BUMDesa 

dan 
BUMDesma 

 

 

 
 

 

Kemiskinan 
perdesaan 

 

Peran 
BUMDesa, 

BUMDesma, 

Lembaga dan 
pemberdayaan 

desa/kelurahan 

belum optimal 

dalam 
pembangunan 

desa 

    1. 

Penguatan 
wawasan 

kebangsaan 

2. 
Berkembang 

nya intoleransi 

 

 

Penguatan 

wawasan 
kebangsaan 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 
3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

efektif, inklusif, dan berbasis kinerja, Kecamatan Megaluh menetapkan 

tujuan strategis yang selaras dengan arah pembangunan daerah 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Tujuan tersebut 

secara khusus mendukung pencapaian salah satu sasaran pembangunan 

daerah, yakni: ”Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang 

berkualitas dan inklusif.” Tujuan ini menjadi bagian dari upaya 

mewujudkan pelayanan publik yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi 

juga mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok 

rentan dan masyarakat desa yang tersebar di wilayah Kecamatan Megaluh. 

Pelayanan publik yang berkualitas menuntut keterpaduan tata kelola, 

kemampuan aparatur yang mumpuni, serta prosedur layanan yang sesuai 

dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan. 

Sehubungan dengan itu, tujuan yang akan diwujudkan oleh 

Kecamatan Megaluh adalah: ”Meningkatnya Kualitas Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.” Tujuan ini 

menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan tidak dapat dilakukan 

secara terpisah, melainkan memerlukan kerjasama yang erat antara 

seluruh pemangku kepentingan ditingkat wilayah, termasuk Pemerintah 

Desa, unsur Forkopimcam, lembaga masyarakat, dan Perangkat Daerah 

teknis lainnya. Sinergitas ini mencakup koordinasi dalam perencanaan, 

pelaksanaan program, pelayanan administrasi, hingga penanganan isu-isu 

strategis kewilayahan. 

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Kecamatan 

Megaluh juga berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 

(NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

NSPK menjadi instrumen penting yang memastikan bahwa pelayanan 
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publik yang dilaksanakan oleh kecamatan sesuai dengan kerangka hukum 

nasional, menjamin keseragaman mutu, dan dapat dievaluasi secara 

sistemik oleh Pemerintah di atasnya. Melalui penerapan NSPK, kecamatan 

menjalankan fungsinya dalam lingkup urusan pemerintahan yang 

dilimpahkan dengan standar yang dapat diukur, dipertanggungjawabkan, 

dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, peningkatan kualitas 

pelayanan publik melalui sinergitas kecamatan yang berpedoman pada 

NSPK merupakan fondasi utama dalam mendukung visi dan misi Kepala 

Daerah, serta menjadi perwujudan nyata dari kehadiran negara dalam 

pelayanan langsung kepada masyarakat. Ke depan, Kecamatan Megaluh 

diharapkan mampu mengembangkan model pelayanan yang lebih adaptif, 

berbasis digital, partisipatif, dan selaras dengan prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

 
3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan 

daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 

2025–2029, Kecamatan Megaluh sebagai Perangkat Daerah yang 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

Bupati menetapkan arah pembangunan lima tahunan melalui tujuan dan 

sasaran yang terukur serta relevan dengan konteks kewilayahan. Tujuan 

utama yang hendak diwujudkan oleh Kecamatan Megaluh pada periode 

2025–2029 adalah ”Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”. Tujuan ini mencerminkan upaya 

strategis untuk membangun pelayanan yang tidak hanya cepat dan tepat, 

tetapi juga inklusif, mudah dijangkau, serta diselenggarakan secara 

terpadu antar pemangku kepentingan. Kualitas pelayanan publik di sini 

juga mengandung makna efektivitas kinerja kecamatan dalam mendukung 

kelancaran administrasi, fasilitasi pembangunan desa, serta penanganan 

persoalan lintas wilayah secara responsif. 

Pelayanan yang berkualitas tidak dapat diwujudkan secara parsial, 

melainkan memerlukan sinergi antar unsur pemerintahan di tingkat 

kecamatan, termasuk dengan Pemerintah Desa, Forkopimcam, organisasi 
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kemasyarakatan, serta perangkat daerah teknis di kabupaten. Sinergitas 

yang dimaksud merupakan bentuk kolaborasi yang terencana dan 

berkesinambungan dalam pelaksanaan program-program pemerintahan 

umum, pelayanan administratif, fasilitasi pembangunan, dan 

pemberdayaan masyarakat. Untuk mendukung tercapainya tujuan 

tersebut, Kecamatan Megaluh menetapkan dua sasaran strategis. 

Sasaran pertama adalah ”Meningkatnya kualitas pelayanan 

publik”. Sasaran ini berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat melalui penyediaan layanan yang lebih cepat, 

mudah, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kualitas pelayanan publik 

diwujudkan dengan penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi 

informasi, penguatan kompetensi aparatur, serta penerapan standar 

pelayanan yang jelas dan terukur. Selain itu, kepuasan masyarakat 

menjadi tolok ukur utama dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan, 

sehingga diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari 

layanan Pemerintah yang semakin responsif, adil, dan profesional. 

Sasaran kedua adalah ”Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang 

bersih dan efektif”. Sasaran ini berfokus pengelolaan tata kelola birokrasi 

yang berintegritas, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan 

pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola birokrasi yang bersih 

diwujudkan melalui pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

penerapan prinsip akuntabilitas kinerja, serta penguatan budaya kerja 

berlandaskan nilai-nilai integritas. Sementara itu, efektivitas birokrasi 

dicapai dengan penyederhanaan proses kerja, optimalisasi sumber daya, 

pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan koordinasi dan 

kolaborasi antarunit kerja. Dengan terwujudnya tata kelola birokrasi yang 

bersih dan efektif, organisasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat, mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, dan 

menghadirkan pelayanan yang adil, responsif, dan berorientasi pada 

kebutuhan publik. Dalam pelaksanaan kedua sasaran tersebut, Kecamatan 

Megaluh senantiasa mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 

(NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman teknis agar 

pelayanan yang diberikan sejalan dengan kebijakan nasional, terukur 

secara objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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Dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan secara jelas dan 

terarah ini, Kecamatan Megaluh diharapkan mampu meningkatkan peran 

strategisnya sebagai penyedia layanan terdepan dan simpul koordinasi 

pemerintahan di tingkat kewilayahan, yang mendukung terciptanya 

pemerintahan daerah yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada 

pelayanan publik yang bermutu. Tehnik perumusan tujuan dan sasaran 

Renstra PD adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3.1 

Tehnik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD 

 
 

NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

 
 

 

TUJUAN 

 
 

 

SASARAN 

 
 

 

INDIKATOR 

 

 

BASE 

LINE 

2024 

 
TARGET TAHUN 

 

 

2025 

 

2026 

 

2027 
 

2028 

 

2029 

 

2030 

 

KET 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

 

(5) 

 

(6) 

 

(7) 

 

(8) 

 

(9) 

 

(10) 

 

(11) 

 

(12) 

Tersedianya Meningkat 

nya Kualitas 

Kinerja 

Penyeleng 

garaan 
Pemerinta 

han di 

tingkat 

kecamatan 

 
Indeks 

Kualitas 

Kinerja 

Kecamatan 

(Indeks) 

- 75 75,4 75,7 75,9 76,3 76,5 
 

kebijakan       

dan       

pelayanan       

publik yang       

berkualitas dan 

inklusif 
Meningkatnya 

kualitas 
pelayanan 
publik 

Indeks 

Kualitas 

Pelayanan 
Publik 

(Indeks) 

8,83 8,84 8,85 8,86 8,87 8,88 8,89 
 

   

       
 

  Terwujudnya 
Tata Kelola 
Birokrasi 
yang bersih 
dan efektif 

Indeks 

Reformasi 

Birokrasi 

Perangkat 

Daerah 

  (Indeks) 

68,71 68,72 68,73 68,74 68,75 68,76 68,77 
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3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran 
Renstra PD Tahun 2025-2029 

 

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan 

yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/upaya yang akan 

dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus 

dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi 

lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. 

Dalam konteks pengembangan daerah sesuai dengan pentahapan 

pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2026-2030, fokus strategi 

Kecamatan  Megaluh  diarahkan  pada  Peningkatan  Tata  Kelola 

Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif. Strategi ini bertumpu 

pada peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kelembagaan 

pelayanan, serta pengembangan sistem administrasi dan pengawasan yang 

berbasis digital dan partisipatif. 

Untuk mendukung implementasi strategi dan memastikan 

tercapainya tujuan dan sasaran Renstra secara bertahap, disusunlah 

penahapan pembangunan tahunan yang menggambarkan prioritas 

pembangunan masing-masing tahun selama periode 2025–2029. 

Penahapan ini memberikan gambaran fokus capaian tahunan Perangkat 

Daerah, baik dalam konteks peningkatan kinerja pelayanan, penguatan 

kelembagaan, maupun dukungan terhadap kebijakan prioritas daerah. 

Penahapan dilakukan secara bertingkat dan logis, dimulai dari pondasi 

penguatan sistem dan kapasitas internal, lalu dilanjutkan dengan ekspansi 

pelaksanaan kegiatan dan penguatan pengaruh eksternal kecamatan dalam 

koordinasi kewilayahan. Penahapan pembangunan dimaksud adalah 

prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan 

sasaran Perangkat Daerah, disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD 
 
 

TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 

2026 2027 2028 2029 2030 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

Peningkatan 

kualitas 

pelayanan 
publik melalui 

penguatan 

sarana 

prasarana dan 

sistem 
pelayanan 

administratif. 

 

 

Peningkatan 

kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

dan pelayanan 
publik di tingkat 

kecamatan. 

Penataan ruang 

pelayanan yang 

nyaman, 

penyediaan 

sarana digital, 

serta 
optimalisasi 

layanan PATEN 

menjadi langkah 

awal yang 

strategis dalam 

memperkuat 
kepercayaan 

masyarakat 

terhadap 

Pemerintah. 

Sistem 
pengaduan 

publik juga 

diperkuat untuk 

memastikan 

transparansi 

dan 
responsivitas 

layanan. 

Penguatan 

kapasitas dan peran 

kelembagaan 
masyarakat desa 

peningkatan 

kualitas partisipasi 

warga dalam proses 

perencanaan 
pembangunan 

secara partisipatif. 

 

 

Penguatan 

partisipasi dan 

kapasitas 

masyarakat desa 

sebagai subjek 
pembangunan. 

Kecamatan berperan 

aktif dalam 

memfasilitasi 

kegiatan 
pemberdayaan yang 

melibatkan 

organisasi 

masyarakat seperti 

PKK, karang taruna, 

RT/RW, serta 
posyandu. Selain itu, 

peran Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) 

didorong untuk 

menjadi instrumen 

ekonomi lokal yang 
mendukung 

kemandirian desa. 

Peningkatan kualitas 

pelaksanaan 

Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan 

(Musrenbang) desa 
dan kecamatan juga 

menjadi fokus, 

sebagai upaya 

mendorong 

perencanaan yang 

inklusif, berbasis 
kebutuhan 

masyarakat, dan 

selaras dengan 

prioritas 

pembangunan 
daerah. 

Penguatan 

ketentraman dan 

ketertiban 

wilayah melalui 

optimalisasi 
peran dan 

koordinasi lintas 

sektor dan 

penanganan 

gangguan 

keamanan. 

 

Menjaga stabilitas 

dan kondusivitas 

lingkungan 

kewilayahan 

dengan 
memperkuat 

peran dan sinergi 

antar instansi 

yang tergabung 

dalam struktur 
pemerintahan 

kewilayahan, 

seperti unsur 

kepolisian, TNI, 

dan instansi 

teknis lainnya. 

Sistem deteksi 

dini terhadap 

potensi gangguan 

keamanan dan 

ketertiban 

ditingkatkan 
melalui 

penguatan 

mekanisme 

komunikasi 

internal serta 
pelaksanaan 

forum koordinasi 

yang terjadwal 

dan responsif 

terhadap 

dinamika sosial. 

Optimalisasi tata 

kelola urusan 

pemerintahan 

umum yang 

terkoordinasi 
melalui 

penguatan peran 

Forkopimcam 

dan penguatan 
integritas sosial 
masyarakat. 
 
 
Penyelenggaraan 
pemerintahan 

umum di tingkat 

kecamatan 

menuntut 

koordinasi lintas 

sektor yang kuat 
dan responsif, 

terutama dalam 

merespons isu-isu 

sosial, menjaga 

netralitas 

penyelenggara 
pemerintahan, 

dan 

menumbuhkan 

ketahanan sosial 

masyarakat. 
Sinergi antar 

instansi seperti 

kecamatan, 

kepolisian sektor, 

koramil, dan 

unsur keagamaan 
untuk 

menyatukan 

langkah kebijakan 

di wilayah. Selain 

penguatan 

koordinatif, 
strategi ini juga 

mencakup 

pembinaan 

wawasan 

kebangsaan 
melalui berbagai 

kegiatan edukatif 

dan dialog 

kebangsaan 

bersama tokoh 

masyarakat, 
pelajar, pemuda, 
dan organisasi 
sosial. 

Penguatan 

pembinaan dan 

pengawasan tata 
kelola 

pemerintahan 

desa 

 

 

 

 

Optimalisasi fungsi 

pembinaan dan 

pengawasan 

pemerintahan 

desa. Evaluasi 

menyeluruh 

terhadap capaian 
pembinaan 

dilakukan sebagai 

dasar rekomendasi 

kebijakan 

penguatan tata 
kelola desa. 

Kecamatan 

berperan sebagai 
fasilitator utama 

yang memastikan 

administrasi dan 

pengelolaan 

keuangan desa 

berjalan akuntabel 
dan transparan. 
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3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran 

Renstra PD Tahun 2025-2029 

Merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi 

NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta 

selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran 

Renstra PD. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

Renstra Kecamatan Megaluh Tahun 2025–2029, operasionalisasi Norma, 

Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) menjadi komponen penting dalam 

mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan secara terukur, 

konsisten, dan akuntabel. Operasionalisasi NSPK tidak hanya menjadi 

bentuk pelaksanaan kewenangan daerah yang sesuai dengan Peraturan 

perUndang-Undangan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya konkret 

untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan, 

sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang. 

Tugas kecamatan sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum 

yang dilimpahkan, penerapan NSPK dilakukan melalui penyesuaian 

berbagai aspek teknis dan prosedural dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. Hal ini antara lain mencakup penyesuaian terhadap standar waktu 

penyelesaian pelayanan administrasi, penyusunan dan pelaksanaan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang sesuai dengan 

ketentuan pusat, pengelolaan layanan administrasi terpadu (PATEN) yang 

mencakup jenis layanan wajib, serta prosedur pelibatan masyarakat dalam 

setiap tahapan pelayanan. Seluruh aspek tersebut mengacu pada 

ketentuan-ketentuan teknis dari Kementerian Dalam Negeri maupun 

kementerian sektoral lainnya, termasuk pedoman yang dikeluarkan oleh 

Kementerian PAN-RB dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Implementasi NSPK tersebut dijalankan secara selaras dengan 

arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jombang, khususnya pada kebijakan 

yang mendorong restrukturisasi kebijakan daerah agar berdampak 

langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan 

keterjangkauan layanan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, strategi 

operasionalisasi NSPK diarahkan untuk mendukung terwujudnya 

sinergitas antar unit kerja dalam lingkungan kecamatan, memperkuat 
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kolaborasi antara kecamatan dengan desa serta lintas sektor kewilayahan, 

dan memastikan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Megaluh 

terselenggara secara konsisten, transparan, dan sesuai standar nasional. 

 
Tabel 3.3 

Tehnik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD 
 

NO 
OPERASIONALISASI 

NSPK 
ARAH KEBIJAKAN 

RPJMD 
ARAH KEBIJAKAN 

RENSTRA PD 
KET. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

1. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Penyesuaian 
pelaksanaan tugas dan 

fungsi pelayanan 
publik Kecamatan 

dengan NSPK yang 
ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat, 

seperti standar waktu 
pelayanan, alur SOP 

pelayanan, jenis 
layanan PATEN, dan 

prosedur pelibatan 
masyarakat 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Restrukturisasi 
kebijakan daerah 

yang difokuskan 
untuk meningkatkan 

dampak positif 
pelaksanaan program 

perangkat daerah 

dalam mendukung 
pencapaian tujuan 

pembangunan jangka 
menengah. 

Penguatan sinergi antar 

unit internal kecamatan 
dan kolaborasi lintas 

sektor di tingkat 

kewilayahan melalui 
forum koordinasi, 

integrasi pelayanan 
berbasis digital dengan 

langkah konkret berikut: 
1. Meningkatkan kualitas 

pelayanan publik melalui 
penyediaan dan 

pemeliharaan sarana 

prasarana layanan yang 
representatif dan ramah 

masyarakat, termasuk 
ruang pelayanan, 

peralatan digital, serta 
fasilitas pendukung. 

2. Mengembangkan dan 

mengintegrasikan sistem 

pengaduan masyarakat 
yang cepat 

ditindaklanjuti, mudah 

diakses, serta 
mencerminkan 

transparansi dan 
akuntabilitas pelayanan. 

3. Meningkatkan peran 
kecamatan dalam 

memfasilitasi program 
pemberdayaan berbasis 

potensi lokal dan 

prioritas pembangunan 
desa. 

4. Memperkuat sinergitas 
antara kecamatan dan 

Pemerintah Desa dalam 
menyusun dan 
mengawal dokumen 
perencanaan partisipatif 

 



112 

 

 

 

NO 
OPERASIONALISASI 

NSPK 
ARAH KEBIJAKAN 

RPJMD 
ARAH KEBIJAKAN 

RENSTRA PD 
KET. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

   (RPJMDes, RKPDes, dan 
APBDes). 

5. Membangun mekanisme 

deteksi dini dan respons 
cepat terhadap potensi 

konflik sosial, bencana, 
atau gangguan 

ketentraman. 
6. Meningkatkan efektivitas 

koordinasi dan 

kolaborasi lintas sektor 
melalui penguatan peran 

Forkopimcam dalam 
penyelenggaraan 

pemerintahan umum di 
tingkat kecamatan. 

7. Melaksanakan 

pembinaan wawasan 

kebangsaan, persatuan 
dan kesatuan, serta 

nilai-nilai Pancasila 
melalui kegiatan 

edukatif dan pelibatan 
masyarakat, terutama 

pemuda, tokoh 
masyarakat, dan 

lembaga desa. 

8. Meningkatkan intensitas 
pembinaan dan asistensi 

kecamatan terhadap 
penyusunan dokumen 

tata kelola pemerintahan 
desa. 
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Tabel 3.4 
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

 

Visi : MEWUJUDKAN JOMBANG MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA 

Misi 
 

: Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatnya 

Kualitas Kinerja 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan 
di tingkat 

kecamatan 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan 
publik 

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui 

penguatan sarana prasarana dan sistem pelayanan 

administratif. 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan 

dan pemeliharaan sarana prasarana layanan yang 

representatif dan ramah masyarakat, termasuk ruang 
pelayanan, peralatan digital, serta fasilitas pendukung. 

2. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem pengaduan 

masyarakat yang cepat ditindaklanjuti, mudah diakses, serta 

mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan 

2. Penguatan kapasitas dan peran kelembagaan masyarakat 

desa peningkatan kualitas partisipasi warga dalam 

proses perencanaan pembangunan secara partisipatif. 

1. Meningkatkan peran kecamatan dalam memfasilitasi program 

pemberdayaan berbasis potensi lokal dan prioritas 

pembangunan desa. 

2. Memperkuat sinergitas antara kecamatan dan Pemerintah 

Desa dalam menyusun dan mengawal dokumen perencanaan 

partisipatif (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes). 

3. Meningkatkan peran kecamatan dalam memfasilitasi program 

pemberdayaan berbasis potensi lokal dan prioritas 

pembangunan desa. 

3. Penguatan ketentraman dan ketertiban wilayah melalui 

optimalisasi peran dan koordinasi lintas sektor dan 
penanganan gangguan keamanan. 

1. Membangun mekanisme deteksi dini dan respons cepat 

terhadap potensi konflik sosial, bencana, atau gangguan 
ketenteraman. 
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   2. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan kolaborasi lintas 
sektor melalui penguatan peran Forkopimcam dalam 
penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan 

4. Penguatan pembinaan dan pengawasan tata kelola 
pemerintahan desa 

1. Meningkatkan intensitas pembinaan dan asistensi kecamatan 

terhadap penyusunan dokumen tata kelola pemerintahan 

desa. 

2. Terwujudnya Tata Kelola 

Birokrasi yang bersih dan efektif 

1. Peningkatan Pemahaman ASN tentang Sistem 

Reformasi Birokrasi 

1. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait 

bimbingan, sosialisasi, atau internalisasi rutin 
Reformasi Birokrasi 

2. Penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah 
pelaporan, monitoring, evaluasi sekaligus analisis capaian 
kinerja ASN 

2. Memperkuat Budaya Akuntabilitas di Lingkungan 
Kecamatan termasuk penerapan teknologi informasi 

untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi kerja 

1. Meningkatkan kualitas regulasi internal terkait reward and 
punishment yang mendorong penerapan budaya kerja berbasis 

akuntabilitas dan hasil kerja nyata 
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BAB IV 

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA 
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan 

publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada 

semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon 

tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik 

dengan melakukan reenginering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah 

organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan 

dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, 

responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis. 

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah 

pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku 

aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang 

dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung 

bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan 

teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi 

sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk 

menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, 

serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam 

rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat. 

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan 

strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang 

akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi 

operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan 

dalam bentuk program. 

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab 

sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, 

didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan 

dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator 

kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator 

hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut 
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menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen 

bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang 

tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung 

langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan 

untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Megaluh 

pada periode Tahun 2025-2029. 

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang 

dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan 

kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh 

manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui 

status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam 

mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan 

substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin 

sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang 

diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk 

perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. 

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis 

menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai 

tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perbaikan Indikator dan 

target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan 

pendanaan indikatif pada Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. 

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Megaluh adalah sebagai 

berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 

Kegiatan: 

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Subkegiatan: 

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD. 

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah. 
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Kegiatan: 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Subkegiatan: 

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Kegiatan: 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Subkegiatan: 

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya 

Kegiatan: 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Subkegiatan: 

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Kegiatan: 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Subkegiatan: 

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

Kegiatan: 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Subkegiatan: 

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Kegiatan: 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
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Subkegiatan: 

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

Kegiatan: 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit 

Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 

Subkegiatan: 

1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah 

Kecamatan 

2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Kegiatan: 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala 

Daerah 

Subkegiatan: 

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 

2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Kegiatan: 

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah 

Subkegiatan: 

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya 

di Bidang Penegakan Peraturan PerUndang-Undangan dan/atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

Kegiatan: 

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

Subkegiatan: 

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa 

2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

Kegiatan: 

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

Subkegiatan: 

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 

 

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam dokumen 

Rencana Strategis Kecamatan Megaluh Tahun 2025–2029 merupakan hasil dari 

proses cascading yang sistematis dan terukur, yang diturunkan dari rumusan 

tujuan, sasaran, outcome, dan output kinerja perangkat daerah. Penyusunan 

program dan kegiatan ini sepenuhnya mengacu pada klasifikasi, kodefikasi, dan 

nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri serta 

pemutakhiran regulasinya, khususnya terkait integrasi dokumen perencanaan 

dan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 

Dengan demikian, seluruh unsur program dan subkegiatan memiliki dasar 

hukum dan teknis yang sahih serta selaras dengan arah kebijakan 

pembangunan nasional dan daerah. 

Rangkaian program, kegiatan, dan subkegiatan disusun secara 

bertahap dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030 untuk memastikan 

ketercapaian tujuan dan sasaran Renstra secara bertahap dan 

berkesinambungan. Dalam konteks ini, tahun 2030 diposisikan secara eksplisit 

sebagai tahun penguatan keberlanjutan, sekaligus menjadi landasan awal bagi 

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2030. Program 

dan kegiatan pada tahun tersebut diarahkan untuk memastikan konsistensi 
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arah kebijakan, menjaga kesinambungan pelaksanaan program strategis, dan 

menjadi titik transisi menuju siklus perencanaan pembangunan daerah 

berikutnya. Dengan demikian, dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi acuan 

lima tahunan, tetapi juga memberikan pondasi yang kuat bagi kesinambungan 

dan integrasi perencanaan tahunan secara utuh dan terpadu. Perumusan 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD 
 

NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD 

YANG 

RELEVAN 

 

 
TUJUAN 

 

 
SASARAN 

 

 
OUTCOME 

 

 
OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 
PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tersedianya 

kebijakan 

dan 

pelayanan 
publik yang 

berkualitas 
dan inklusif 

Meningkatnya 

Kualitas Kinerja 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan di 

tingkat 

kecamatan 

   Indeks 

Kualitas 
Kinerja 

Kecamatan 

  

  Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
publik 

  Indeks 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 

  

   Meningkatnya 
kinerja aspek 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
pelayanan 

publik 

 Capaian 
Nilai Aspek 
Penyelenggar
aan 
Pemerintaha
n dan 
Pelayanan 
Publik 

7.01.02 - PROGRAM 
PENYELENGGARA AN 
PEMERINTAHAN DAN 
PELAYANAN 

PUBLIK 

 

    Meningkatnya 
efektifitas 
pelayanan 
kepada 
masyarakat 

Jumlah 
Laporan 
Fasilitasi 
Percepatan 
Pencapaian 
Standar 
Pelayanan 
Minimal di 
Wilayah 
Kecamatan 

7.01.02.2.02 - 

Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan 
yang Tidak 
Dilaksanakan oleh 
Unit Kerja Perangkat 

Daerah yang Ada di 
Kecamatan 

 

     Jumlah 
Laporan 
Peningkatan 
Efektifitas 
Pelaksanaan 
Pelayanan 
kepada 
Masyarakat 
di Wilayah 
Kecamatan 

 7.01.02.2.02 - 
 Penyelenggaraan Urusan    
 Pemerintahan yang  
 Tidak Dilaksanakan  
 oleh Unit Kerja  
 Perangkat Daerah yang  
 Ada di Kecamatan 
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD 

YANG 

RELEVAN 

 

 

TUJUAN 

 

 

SASARAN 

 

 

OUTCOME 

 

 

OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 
PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

     Jumlah 

Laporan 

Fasilitasi 

Percepatan 

Pencapaian 
Standar 

Pelayanan 

Minimal di 
Wilayah 
Kecamatan 

7.01.02.2.02.0002 

-  Fasilitasi 

Percepatan 

Pencapaian 

Standar Pelayanan 
Minimal di Wilayah 

Kecamatan 

 

     Jumlah 
Laporan 
Peningkatan 

Efektifitas 
Pelaksanaan 
Pelayanan 

kepada 
Masyarakat 

di Wilayah 

Kecamatan 

7.01.02.2.02.0003 
- 

Peningkatan 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Pelayanan kepada 

Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

 

   Meningkatnya 
kinerja aspek 

Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 
dan Kelurahan 

 Capaian 
Nilai Aspek 

Pemberdaya
an 
Masyarakat 
Desa dan 
Kelurahan 

7.01.03 - 
PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
DESA DAN 
KELURAHAN 

 

    Meningkatnya 
Lembaga 
Kemasyaraka 

tan yang 

aktif 

Jumlah 
Laporan 
Peningkatan 
Efektivitas 
Kegiatan 
Pemberdaya
an 
Masyarakat 
di Wilayah 
Kecamatan 

7.01.03.2.01 - 

Koordinasi 
Kegiatan 

Pemberdayaan 

Desa 

 

     Jumlah 

Lembaga 
Kemasyara 
katan yang 
Berpartisip 
asi dalam 
Forum 
Musyawarah 
Perencanaan 
Pembangun 

an di Desa 

7.01.03.2.01.0001 

- 
Peningkatan 
Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Forum Musyawarah 

Perencanaan 
Pembangunan di 

Desa 

 

     Jumlah 
Laporan 
Peningkatan 
Efektivitas 
Kegiatan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

di Wilayah 

Kecamatan 
 

7.01.03.2.01.0003 
- 
Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan 
Pemberdayaan 
Masyarakat di 

Wilayah 
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD 

YANG 

RELEVAN 

 

 

TUJUAN 

 

 

SASARAN 

 

 

OUTCOME 

 

 

OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 
PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

   Meningkatnya 

kinerja aspek 
Ketentraman dan 
Ketertiban 
Umum 

 Capaian 

Nilai Aspek 
Ketentraman 
dan 
Ketertiban 
Umum 

7.01.04 – 

PROGRAM 

KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

 

    Terlaksananya 
koordinasi 
Penerapan dan 
Penegakan 
Peraturan 

Daerah dan 
Peraturan 

Kepala 

Daerah 

Jumlah 
Laporan 
Koordinasi/ 

Sinergi 
dengan 

Perangkat 
Daerah yang 
Tugas dan 
Fungsinya di 
Bidang 
Penegakan 

Peraturan 
Perundang- 
Undangan 
dan/atau 
Kepolisian 

Negara 
Republik 

Indonesia 

7.01.04.2.02 - 

Koordinasi 

Penerapan dan 
Penegakan 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan 

Kepala Daerah 

 

     Jumlah 

Laporan 

Koordinasi/ 

Sinergi 

dengan 

Perangkat 
Daerah 

yang 

Tugas dan 

Fungsinya 

di Bidang 

Penegakan 
Peraturan 

Perundang- 

Undangan 

dan/atau 

Kepolisian 
Negara 
Republik 
Indonesia 

7.01.04.2.02.0001 
- 

Koordinasi/Sinergi 

dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan 

Peraturan 

Perundang- 

Undangan 

dan/atau 
Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

 

   Meningkatnya 

kinerja aspek 
Penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintahan 
Umum 

 Capaian 

nilai aspek 
penyelengg 

araan 

urusan 

Pemerintah 

an Umum 

7.01.05 – 

PROGRAM 
PENYELENGGARA AN 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 
UMUM 

 

    Terselenggara

nya kegiatan 

Urusan 
Pemerintahan 
Umum 

Sesuai 

Penugasan 
Kepala 
Daerah 

Jumlah 

Dokumen 
Tugas 
Forum 
Koordinasi 
Pimpinan di 

Kecamatan 

7.01.05.2.01 - 

Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum Sesuai 
Penugasan Kepala 

Daerah 
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD 

YANG 

RELEVAN 

 

 

TUJUAN 

 

 

SASARAN 

 

 

OUTCOME 

 

 

OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 
PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

     Jumlah 

Orang yang 
Mengikuti 
Pembinaan 
Persatuan 
dan 
Kesatuan 
Bangsa 

7.01.05.2.01 - 

Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan 
Kepala Daerah 

 

     Jumlah 

Orang yang 
Mengikuti 

Pembinaan 

Persatuan 

dan 

Kesatuan 
Bangsa 

7.01.05.2.01.0003- 
Pembinaan 

Persatuan dan 

Kesatuan Bangsa 

 

     Jumlah 

Dokumen 
Tugas 

Forum 

Koordinasi 

Pimpinan 

di 
Kecamatan 

7.01.05.2.01.0008 
- 

Pelaksanaan Tugas 

Forum Koordinasi 

Pimpinan di 

Kecamatan 

 

   Meningkatnya 
kinerja aspek 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pemerintahan 
Desa 

 Capaian Nilai 
Aspek 
Pembinaan 
dan 
Pengawasan 
Pemerintahan 
Desa 

7.01.06 – 

PROGRAM 
PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN 
DESA 

 

    Terlaksananya 
Fasilitasi, 
Rekomendasi 
dan Koordinasi 
Pembinaan dan 

Pengawasan 
Pemerintahan 
Desa 

Jumlah 
Dokumen 
yang 
Difasilitasi 
dalam 

rangka 
Pengelolaan 
Keuangan 
Desa dan 
Pendayaguna
an Aset Desa 

7.01.06.2.01 - 

Fasilitasi, 

Rekomendasi dan 
Koordinasi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

 

     
 

Jumlah 

Dokumen 
yang 

Difasilitasi 

dalam 

rangka 

Pengelolaan 
Keuangan 

Desa dan 

Pendayagu 

naan Aset 
Desa 

7.01.06.2.01.0003 - 
Fasilitasi 

Pengelolaan 

Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset 

Desa 

 

  Terwujudnya 
Tata Kelola 
Birokrasi yang 
bersih dan 
efektif 

 

  Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 
Perangkat 
Daerah 
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD 

YANG 

RELEVAN 

 

 

TUJUAN 

 

 

SASARAN 

 

 

OUTCOME 

 

 

OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 
PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

   Meningkatnya 

akuntabilitas 
dan kinerja 
Perangkat Daerah 

 Nilai 

Evaluasi 
AKIP 
Perangkat 
Daerah 

7.01.01 – 

PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

 

    Tersusunnya 

dokumen 

perencanaan 

dan evaluasi 

kinerja 
perangkat 

daerah 

Jumlah Data 
Statistik 
Sektoral 
Daerah yang 
Telah 

Dikumpulkan 

dan Diperiksa 
Lingkup 

Perangkat 
Daerah 

 

7.01.01.2.01 - 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

 

     Jumlah 

Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

7.01.01.2.01.0001 - 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 

Daerah 

 

     Jumlah 

Laporan 

Capaian 
Kinerja dan 

Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja 

SKPD dan 
Laporan 

Hasil 

Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 

Capaian 

Kinerja dan 
Ikhtisar 

Realisasi 
Kinerja 
SKPD 

7.01.01.2.01.0006 - 
Koordinasi 

dan Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

 

     
Jumlah Data 
Statistik 

Sektoral 
Daerah yang 
Telah 
Dikumpulkan 
dan Diperiksa 
Lingkup 
Perangkat 

Daerah 

7.01.01.2.01.0009 - 

Pelaksanaan 

Pengumpulan Data 
Statistik Sektoral 
Daerah 

 

    Tersusunnya 

laporan 

keuangan 
perangkat 

daerah 

Jumlah 
Dokumen 
Penatausahaan 
dan 
Pengujian/Verifi 
kasi Keuangan 

SKPD 

7.01.01.2.02 - 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD 

YANG 

RELEVAN 

 

 

TUJUAN 

 

 

SASARAN 

 

 

OUTCOME 

 

 

OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 
PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

     Jumlah 

Laporan 
Keuangan 
Akhir Tahun 
SKPD dan 
Laporan 
Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Akhir 
Tahun SKPD 

7.01.01.2.02 - 

Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

 

     

 

Jumlah Orang 

yang 
Menerima Gaji 
dan 
Tunjangan 
ASN 
 

7.01.01.2.02 - 

Administrasi 

Keuangan Perangkat 
Daerah 

 

     

 

Jumlah 
Orang yang 
Menerima 
Gaji dan 

Tunjangan 
ASN 
 

7.01.01.2.02.0001 
- 

Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan ASN 

 

     Jumlah 
Dokumen 
Penatausaha
an dan 
Pengujian/ 
Verifikasi 
Keuangan 
SKPD 

7.01.01.2.02.0003 - 
Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan 

SKPD 

 

     Jumlah 

Laporan 
Keuangan 
Akhir Tahun 
SKPD dan 
Laporan 
Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Akhir 
Tahun SKPD 

7.01.01.2.02.0005 - 

Koordinasi 
dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 

 

    Tersusunnya 

laporan 

pengadaan 

paket 

pakaian 

dinas beserta 
atribut 

kelengkapan 

Jumlah 

Paket 

Pakaian 

Dinas 

beserta 

Atribut 

Kelengkapan 

7.01.01.2.05 - 

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

 

     Jumlah 
Paket 
Pakaian 
Dinas 
beserta 

Atribut 
Kelengkapan 

7.01.01.2.05.0002 - 
Pengadaan Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapannya 
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD 

YANG 

RELEVAN 

 

 

TUJUAN 

 

 

SASARAN 

 

 

OUTCOME 

 

 

OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 
PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

    Tersusunnya 

laporan 
penyediaan 
barang dan 
jasa 

Jumlah 

Paket 

Peralatan 

dan 

Perlengkap 
an Kantor 

yang 

Disediakan 

7.01.01.2.06 - 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

 

     Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penera
ngan 

Bangun
an 
Kantor 
yang 

Disediak
an 

7.01.01.2.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

 

     Jumlah 

Paket 

Bahan 

Logistik 

Kantor 
yang 

Disediakan 

7.01.01.2.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

 

     Jumlah 

Paket 

Barang 

Cetakan 
dan 

Pengganda 

an yang 

Disediakan 

7.01.01.2.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

 

     Jumlah 

Dokumen 

Bahan 

Bacaan dan 
Peraturan 

Perundang- 

Undangan 

yang 

Disediakan 

7.01.01.2.06 - 
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

 

     Jumlah 

Laporan 
Penyelengga

raan Rapat 
Koordinasi 

dan 

Konsultasi 

SKPD 

7.01.01.2.06 - 
Administrasi 

Umum Perangkat 
Daerah 

 

     Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penera
ngan 
Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan 
 

7.01.01.2.06.0001 - 
Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Peneranga n 
Bangunan Kantor 
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD 

YANG 

RELEVAN 

 

 

TUJUAN 

 

 

SASARAN 

 

 

OUTCOME 

 

 

OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 
PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

      

Jumlah 

Paket 
Peralatan 
dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 
 

7.01.01.2.06.0002 - 
Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor 

 

 

      

Jumlah Paket 
Bahan 
Logistik 
Kantor yang 

Disediakan 
 

 

7.01.01.2.06.0004 - 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

 

      

Jumlah Paket 

Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

yang 
Disediakan 
 

 

7.01.01.2.06.0005 - 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

 

      
Jumlah 
Dokumen 
Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang- 
Undangan 
yang 
Disediakan 

 
7.01.01.2.06.0006 - 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang- 
undangan 

 

      
Jumlah 
Laporan 
Penyelenggar
aan Rapat 
Koordinasi 
dan 

Konsultasi 
SKPD 
 

 
7.01.01.2.06.0009 - 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD 

YANG 

RELEVAN 

 

 

TUJUAN 

 

 

SASARAN 

 

 

OUTCOME 

 

 

OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 
PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

    Tersusunnya 
laporan 
pengadaan 
barang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 

Jumlah Unit 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 
 

7.01.01.2.07 - 
Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 

     Jumlah 
Unit 
Sarana dan 

Prasarana 
Gedung 

Kantor 
atau 
Bangunan 

Lainnya 
yang 
Disediakan 

7.01.01.2.07 - 
Pengadaan 
Barang Milik 

Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

 

     
 

Jumlah Unit 

Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 
 

7.01.01.2.07.0009 - 

Pengadaan Gedung 
Kantor atau Bangunan 
ainnya 

 

      
Jumlah Unit 

Sarana dan 
Prasarana 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 

  7.01.01.2.07.0010 - 
Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

 

    Tersusunnya 
laporan 
penyediaan 

jasa penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 

Jumlah Unit 
Gedung 
Kantor atau 

Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 

7.01.01.2.07 - 
Pengadaan 
Barang Milik 

Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 

     Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 

7.01.01.2.07 - 
Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

 

 

TUJUAN 

 

 

SASARAN 

 

 

OUTCOME 

 

 

OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

     
Jumlah Unit 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 

 
7.01.01.2.07.0009 - 

Pengadaan Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

 

     
Jumlah Unit 
Sarana dan 

Prasarana 
Gedung Kantor 

atau 
Bangunan 

Lainnya yang 
Disediakan 

7.01.01.2.07.0010 - 
Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

 

     
Tersusunnya 
laporan 
penyediaan jasa 

penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 

Jumlah Unit 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 

Lainnya yang 
Disediakan 

 

7.01.01.2.07 - 
Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

 

     
Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 

atau 
Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 

 
7.01.01.2.07 - 
Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 

      
Jumlah Unit 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 

Lainnya yang 
Disediakan 

 
7.01.01.2.07.0009 - 
Pengadaan Gedung 
Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya 

 

      
Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya yang 

Disediakan 

 

7.01.01.2.07.0010 - 

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 
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NSPK DAN 

SASARAN 

RPJMD YANG 

RELEVAN 

 

 

TUJUAN 

 

 

SASARAN 

 

 

OUTCOME 

 

 

OUTPUT 

 
INDIKATOR 

 

PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

KET 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

     
Tersusunnya 
laporan 
pemeliharaan 
barang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintahan
daerah 

 
Jumlah 
Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Di
re habilitasi 

 
7.01.01.2.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 

      

Jumlah 
Kendaraan 
Dinas 

Operasional 
atau 

Lapangan 
yang 
Dipelihara 

dan 
dibayarkan 

Pajak dan 
Perizinannya 

 

7.01.01.2.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

 

     
Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Dire 
habilitasi 

 

7.01.01.2.09 - 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 

     Jumlah 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau 

Lapangan 
yang 
Dipelihara 
dan 
Dibayarkan 
Pajak dan 
Perizinannya 

 

 

7.01.01.2.09.0002 - 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

 

      
Jumlah 
Gedung 

Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara 
Direhabilitasi 

 

 
7.01.01.2.09.0009 - 
Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi 
Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

 

 

     Jumlah 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya yang 

Dipelihara/ 

Direhabilitasi 

7.01.01.2.09.0010 - 
Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

 



131 

 

 

Tabel 4.2 

Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Megaluh 

Kabupaten Jombang 
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Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam rangka mendukung 

program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Daftar Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam 

Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 

 

NO 
PROGRAM 
PRIORITAS 

OUTCOME 
KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN 
KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) 

 NIHIL    

     

 

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 

Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 diwujudkan melalui pengukuran 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berlaku mulai tahun 2025 hingga tahun 

2030. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur yang secara langsung 

merepresentasikan capaian kinerja Perangkat Daerah selama periode 

perencanaan lima tahunan, sekaligus menjadi bentuk komitmen nyata 

dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah 

sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD. 

Indikator kinerja yang digunakan merupakan indikator yang 

relevan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta diturunkan dari 

keterkaitan logis antara tujuan dan sasaran Renstra dengan arah kebijakan 

dan prioritas pembangunan daerah. Seluruh indikator ini dirancang agar 

mampu menggambarkan seberapa efektif Perangkat Daerah menjalankan 

peran dan tanggung jawabnya dalam kerangka tata kelola pemerintahan 

yang baik. Indikator kinerja Utama (IKU) mendukung pencapaian tujuan 

dan sasaran RPJMD mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 

disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 
Indikator Kinerja Utama (IKU) PD 

 
 

NO 

 

INDIKATOR 

 

SATUAN 

BASELINE 
TAHUN 
2024 

TARGET TAHUN  

KET. 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 

1. 7.01.0.00.0.00.10.0000 - 
Kecamatan Megaluh 

         

2. Indeks Kualitas Kinerja 

Kecamatan 
Indeks - 75 75,4 75,7 75,9 76,3 76,5  

3. Indeks Kualitas Pelayanan 
Publik 

Indeks 8,83 8,84 8,85 8,86 8,87 8,88 8,89  

4. Indeks Reformasi Birokrasi 

Perangkat Daerah 
Indeks 68,71 68,72 68,73 68,74 68,75 68,76 68,77  

 

 

 

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 

2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) berlaku dari tahun 2025 

hingga Tahun 2030 adalah sebagai berikut: 

Tabel4.5 

Indikator Kinerja Kunci 
 

NO 
 
INDIKATOR 

 
SATUAN 

BASELINE 
2024 

TARGET TAHUN  
KET. 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 

7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Megaluh 

I INDIKATOR KINERJA KUNCI 

1 Indeks Kualitas Kinerja 
Kecamatan 

Indeks - 75 75,4 75,7 75,9 76,3 76,5 
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BAB V 

PENUTUP 
 

Sebagai instrumen perencanaan jangka menengah yang bersifat 

strategis, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Megaluh Tahun 2025– 

2029 disusun untuk memberikan arah kebijakan yang sistematis dan 

terukur dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. 

Renstra ini merupakan dokumen operasionalisasi dari arah pembangunan 

yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, serta 

menjabarkan secara teknis peran Kecamatan Megaluh dalam mendukung 

visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah. Seluruh isi dokumen ini 

dirancang untuk memperkuat fungsi kecamatan sebagai simpul koordinasi 

pemerintahan kewilayahan dan penyelenggara pelayanan publik tingkat 

pertama. Penyusunan Renstra ini juga merupakan tindak lanjut dari 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang menegaskan 

perlunya penyelarasan antara dokumen perencanaan perangkat daerah 

dengan dokumen RPJMD serta mendorong penguatan kinerja pelayanan 

publik melalui pendekatan yang adaptif dan berbasis hasil (result-oriented 

planning). 

Dokumen ini memuat hubungan kausal yang terstruktur antara 

tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, hingga sub 

kegiatan, dengan memperhatikan klasifikasi dan nomenklatur perencanaan 

sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional. Penyusunan program dari 

tahun 2026 hingga 2030 tidak hanya ditujukan untuk menjawab tantangan 

jangka menengah, tetapi juga untuk menjamin kesinambungan arah 

pembangunan hingga akhir periode pelaksanaan RPJPD. Secara khusus, 

program dan kegiatan pada tahun 2030 dirancang sebagai pijakan awal 

dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 

tersebut, sehingga tidak hanya menjadi penutup periode Renstra, tetapi 

sekaligus menjadi jembatan menuju periode perencanaan berikutnya. 

Pelaksanaan Renstra ini juga berlandaskan pada prinsip-prinsip 

tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, 
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efektivitas, efisiensi, dan partisipasi. Untuk menjamin keterlaksanaan 

seluruh rencana yang tertuang, dibutuhkan sistem pengendalian dan 

evaluasi yang dilaksanakan secara berkala, berjenjang, dan menyeluruh. 

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan program dan 

kegiatan, sedangkan evaluasi mencakup analisis terhadap capaian 

indikator kinerja utama (IKU), indikator program, serta efektivitas kebijakan 

dan strategi yang dijalankan. Hasil evaluasi tidak hanya digunakan untuk 

menilai keberhasilan, tetapi juga menjadi masukkan penting dalam 

perbaikan rencana kerja tahunan, pemutakhiran data dan informasi, serta 

penyusunan dokumen perencanaan di masa yang akan datang. 

Dengan demikian, dokumen Renstra Kecamatan Megaluh Tahun 

2025–2029 ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman administratif dan 

legal formal semata, melainkan juga menjadi kompas strategis yang mampu 

memandu seluruh unsur pelaksana kecamatan dalam menciptakan 

pelayanan publik yang responsif, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi 

masyarakat. Keberhasilan implementasi dokumen ini sangat ditentukan 

oleh komitmen kolektif, kapasitas kelembagaan, dan keberlanjutan 

pengawasan yang dilakukan secara konsisten. 

 

 
Megaluh, 19 September 2025 

Plt. CAMAT MEGALUH 
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